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ABSTRAK 
 
A.FifiNurindahRagani (E 211 12 261), Penerapan E-Government padaKantor 
Imigrasi Kelas I Makassar, xv + 81 halaman + 2 tabel + 16gambar + 16 
pustaka (2003-2015) + 7 lampiran. Dibimbing oleh Dr. H. Badu Ahmad, M.Si 
dan Drs. NelmanEdy, M.Si 
 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah masalah yang belum 
akuntabelnya pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. 
Kurangnya akuntabel karena banyaknya oknum-oknum yang tidak 
bertanggungjawab berkeliaran disana. Pelayanan pembuatan paspor di Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar belum sepenuhnya akuntabel atau belum efektif dari 
aspek prosedur, tepat waktu, biaya, dan responsif. 
Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas para pegawai di 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dalam pelayanan pembuatan paspor yang 
dilihat dari 4 (empat) aspek, yaitu : prosedur, tepat waktu, biaya, dan responsif. 
Keempat indikator tersebut dari teori SheilaElwood. Dasar penelitian ini adalah 
bersifat kualitatif dengan tipe penelitian secara deskriptif. Teknik yang digunakan 
dalam pengumpulan data adalah observasi lapangan, wawancara mendalam, 
dan dokumentasi. Kemudian data dan hasil wawancara yang diperoleh dianalisis 
secara deskriptif kualitatif. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dari hasil 
surveyIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi 
Kelas I Makassar dengan 150 responden pemohon jasa keimigrasian bahwa 
kinerja unit pelayanan  mendapatkan nilai B (Baik). Dapat dilihat bahwa kinerja 
pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dari segi pelayanan belum efektif. 
Menunjukkan bahwa belum akuntabel karena ketepatan biaya dan waktu 
terkadang ada yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prosedur 
yang masih berbelit-belit dan sikap responsif pegawai yang masih minim. 
Sehingga memunculkan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab di Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar. Oleh karena itu, perlu kiranya akuntabilitas lebih 
ditingkatkan lagi.   
 
Kata kunci : E-Government, pendaftaran online, imigrasi. 
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ABSTRACT 
 
A. Fifi Nurindah Ragani (E 211 12 261), Implementation of Electronic 
Government in Immigration Office Class I Makassar, xv + 95 pages + 2 table 
+ 16pictures + 15 libraries (2002-2014) + 4attachment. Supervised by Dr. H. 
Badu Ahmad, M.Si and Drs. Nelman Edy, M.Si 
 
This research is motivated by a matter of application of e-government in the 
Immigration Office Class I Makassar. Less than optimal system online services 
are developed and there are many people who do not know their online system 
of the Immigration Office. 
 
The purpose of this research is to describe the implementation of e-
Government in Immigration Office Class I Makassar and factors supporting and 
inhibiting factors of e-government implementation. The basis of this research is 
qualitative descriptive research type. Techniques used in data collection is a 
review of documents, observation and interviews. Then the data and the 
interviews were analyzed descriptively qualitative. 
 
From the research have shown that Class I Immigration Office Makassar is 
already running an e-government with the elements - supporting elements 
available and the people have started taking online services Immigration Office, 
although still encountered some obstacles or problems on each element of the 
successful implementation of e- government. Factors supporting the already 
unavailability adequate infrastructures, fund and significant funding, their clear 
legal devices as well as a paradigm shift in the employee in Class I Immigration 
Office Makassar. As for the inhibiting factors that are at the level of Internet 
connectivity, human resources are still limited by the expertise possessed. 
Therefore, it would need to be increased in the implementation of e-government. 
 
 
Keywords : e-government, online service, immigration. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1 Latar belakang 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan 
kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah begitu 
pesat, sehingga menempatkan suatu bangsa pada kedudukan sejauh mana 
bangsa tersebut maju didasarkan atas seberapa jauh bangsa itu menguasai 
kedua bidang tersebut di atas.Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa 
yang hidup dalam lingkungan global, maka mau tidak mau juga harus terlibat 
dalam maju mundurnya penguasaan Iptek, khususnya untuk kepentingan 
bangsa sendiri.Untuk mencapai maksud tersebut pemerintah menuangkannya 
dalam salah satu bentuk dari tujuan dan arah Pembangunan Nasional, 
yaituSektor/Bidang Iptek.  
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Information and 
Communication Technology/ICT) di dunia telah semakin luas.Hal ini dapat dilihat 
dari penggunaan ICT yang tidak terbatas pada bidang perdagangan saja, 
melainkan juga dalam bidang-bidang lain, seperti bidang pendidikan, bidang 
pertahanan dan keamanan negara, sosial dan sebagainya. ICT ini dipergunakan 
karena memiliki kelebihan-kelebihan yang menguntungkan dibandingkan dengan 
menggunakan cara tradisional dalam melakukan interaksi. 
Hal inipun berlaku dan mengharuskan organisasi untuk terus menerus 
melakukan pengembangan, peningkatan serta perubahan. Perubahan yang 
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dilakukan organisasi semata-mata untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh 
organisasi yakni peningkatan produktivitas, peningkatan pelayanan, peningkatan 
moral dan kapasitas anggota dan sebagainya.Begitu juga pada sektor pelayanan 
publik yang dilakukan oleh pemerintah, perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui e-
Government. 
Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan lamban dieliminir melalui 
pemanfaatan e-Government menjadi lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada 
kepuasan pengguna.E-Government menawarkan pelayanan publik bisa diakses 
secara 24 jam, kapan pun, dan dari manapun pengguna berada.E-Government 
juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara face-to-face 
sehingga pelayanan menjadi lebih efisien.Dalam konsep E-Gov, paradigma 
pelayanan harus dirubah total, face to face, satu atap, formulir, loket, antrian, 
bising, tidak nyaman, tanda tangan, dan kegiatan pelayanan sebagaimana bisa 
kita lihat atau alami, harus segera di tinggalkan. Sebagai gantinya adalah papan 
ketik computer (keyboard), central processing unit (CPU), layar monitor, dan 
jaringan. 
Sehingga pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 telah mengeluarkan 
kebijakan tentang penerapan e-Government dalam bentuk Instruksi Presiden 
Nomor 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan 
e-Government untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi didalam 
proses pemerintahan dan menciptakan pemerintahan Indonesia berbasis 
informasi.Yang menyebabkan setiap pemerintah baik pemerintah di tingkat pusat 
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maupun daerah untuk berlomba-lomba mengintroduksi teknologi informasi 
kedalam organisasinya salah satunya yakni dengan membuat situs website. 
Penerapan e- Government dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu 
penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan 
danpenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bentuk 
wujudketerbukaan (transparancy) dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
Adapun tujuan dari pemerintah untuk mengintroduksikan penerapan 
electronic government ( e-Government) ini adalah sebagai salah satu faktor 
pendukung atau pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik ( good 
government )  dan good governance yang dengan penggunaan teknologi yang 
mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi tepat guna dan 
menekan lingkaran korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas lembaga publik. Hal ini sesuai dengan yang tertuang pada Undang 
- Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
Dan dengan adanya Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi 
Publik ini semakin menegaskan bahwa akses publik terhadap suatu informasi 
merupakan hak asasi manusia yang diakui juga oleh UUD 1945 Pasal 28 F. 
Hadirnya UU KIP ini akan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam 
perumusan kebijakan publik serta pengawasan atas pelaksanaan roda 
pemerintahan. 
Secara ringkas, tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi e-
Government yakni untuk mencapai customer online dan bukan in-line.E-
Government bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai 
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institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu 
pelayanan. 
Saat ini, Pemerintah Kota Makassarjuga telah menerapkan pelayanan 
berbasis E-Government,salah satunya dengan membangun situs 
www.makassarkota.go.id.Layanan yangtelah dikembangkan di Kantor 
BalaikotaMakassar melalui website ini sudah variatif, berupa layanan informasi 
mengenai sejarah kota Makassar, informasi pariwisata, informasi seputar 
pemerintahan seperti alamat dan tupoksi SKPD di lingkup pemerintah kota 
Makassar, berita-berita terbaru seputar kota Makassar, dan juga fasilitas-fasilitas 
yang ada di Makassar. 
Akan tetapi menggunakan komputer atau teknologi informasi semata di 
dalam proses pemerintahan belum berarti bahwa konsep e-government telah 
diterapkan, karena belum tentu kehadiran benda tersebut dapat mengubah 
kinerja pemerintah. Memfokuskan diri pada teknologi dalam pengembangan e-
government adalah sebuah langkah yang keliru. Karena perlu dipahami bahwa 
teknologi hanyalah instrument untuk terciptanya sebuah transformasi peran 
pemerintah, dari yang bersifat birokrasi menjadi sebuah “lembaga” yang 
berorientasi proses untuk melayani “pelanggannya” yang dalam hal ini adalah 
masyarakat, komunitas bisnis dan para stakeholder lainnya.  
Hal inipun ditunjukkan dengan kemajuan teknologi sudah sangat maju saat 
ini tapi hal ini tidak diimbangi dengan kinerja pemerintah di 
Indonesiaterkhususnya di Kota Makassar.Ini terkadang penulis temukan dengan 
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kurangnya perbaruan informasi pada situs pemerintah Kota Makassar sehingga 
membuat kelancaran penyampaian informasi kepada masyarakat itu terhambat. 
Kemudian juga  masihbanyak organisasi atau dinas – dinas pemerintah yang 
masih menggunakan metode face to face. Dimanamembuat masyarakat harus 
ke kantor berkepentingan, menghadap ke bagian yang bersangkutan untuk 
mengurus surat-surat seperti yang diinginkan. Sehingga hal ini dirasakan 
masyarakat masih kurang efektif dan lebih menghabiskan waktu banyak dan 
cukup lama serta dapat menimbulkan high cost economy dikarenakan 
banyaknya biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pengurusan. Selain itu, 
perantara-perantara yang muncul, yang sering dikenal dengan sebutan “calo” 
sehingga masyarakat harus mengeluarkan uang lagi untuk para calo tersebut. 
Adapun organisasi public yang juga menerapkan E-Government di Indonesia 
yakni Kantor Imigrasi Kelas I Makassar yang merupakan 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar yang merupakan organisasi dibawah 
Kantor Jenderal Keimigrasian memberikan salah satubentuk layanan publik 
berbasis online kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.Ini dilakukan 
sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanankepada masyarakat.guna 
memfasilitasi tingginyaantusiasme masyarakat dalam pembuatan 
paspor.Adapun masyarakat yang ingin memdaftarkan dirinya untuk membuat 
paspor online bisa melalui website www.imigrasi.go.id. 
Pendaftaran untuk pembuatan paspor online sendiri dapat diakses pada 
laman website diatas.Adapun laman website Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
sendiri yakni www.makassar.imigrasi.go.id.Pada website Kantor Imigrasi Kelas I 
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Makassar memuat profil baik visi dan misi, struktur ogranisasi, tugas dan fungsi 
pegawai keimigrasian, peta wilayah serta pengelola website Kantor Imigrasi.Ada 
pula penyediaan informasi mengenai bentuk layanan publik baik untuk warga 
Negara Indonesia, warga Negara Asingserta layanan online.Kemudian terdapat 
info seputar Unit Layanan Paspor yang baru saja dibuka pada akhir tahun 2015 
kemarin yang berlokasi di Jl. Sultan Alauddin tepatnya di Plaza Alauddin. 
Mengenai layanan online Kantor Imigrasi terdapat 3 (tiga) layanan, yakni 
layanan paspor online, layanan visa dan izin tinggal serta layanan pengaduan 
masyarakat.Adapun mengenai layanan online untuk visa dan izin tinggal masih 
dalam tahap pembangunan. 
Pendaftaran online bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja dan tanpa 
harus mendatangi kantor bersangkutan jika ingin melakukan pendaftaran 
termasuk paspor online ini.Akan tetapi, melihat Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.ini setiap harinya ramai dipadati 
masyarakat membuat penulis bertanya-tanya apakah situs atau alamat website 
yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi tidak dapat diakses lagi 
ataukah terjadi ketidaklancaran pelayanan sehingga membuat masyarakat harus 
datang langsung ke Kantor Imigrasi tersebut. Ketika  masyarakat mendatangi 
langsung kantor Imigrasi untuk melakukan pendaftaran, secara otomatis proses 
atau metode face to face yang kemudian sebenarnya tidak perlu lagi digunakan 
kembali berjalan dan akan mengakibatkan antrian panjang dalam proses tunggu 
pembuatan paspor tersebut. 
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Kemudian masih kurang optimalnya sistem layanan online seperti terkadang 
ditemukan laman website yang tidak bisa dijangkau (error), terdapat masalah 
setelah melakukan pendaftaran paspor seperti tidak mendapat email konfirmasi 
untuk pengantar pembayaran ke bank. Dan masih banyaknya masyarakat Kota 
Makassar yang belum mengetahui adanya layanan paspor online ini. 
Berangkat dari masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat 
judul “Penerapan E-Government pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar” 
I.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang 
ditelitidirumuskan dalam pertanyaan berikut: 
1. Bagaimana penerapan E-Government pada Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar  
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhikesiapan penerapan E-
Government di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
I.3 Tujuan Penelitian 
 Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah; 
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan E-Government pada 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor – faktor yang 
mempengaruhikesiapan penerapan E-Government di Kantor Imigrasi 
Kelas I Makassar 
I.4 Manfaat Penelitian 
a. Manfaat teoritis 
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1) Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan, serta bahan 
dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenai 
gambaran penerapan E-Government di Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar 
2) Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 
b. Manfaat praktis 
Dapat dijadikan sebagai bahan acuan pemerintah untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui E-Government Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II.1 Konsep Sistem Informasi Manajemen 
II.1.1 Pengertian SIM 
Dalam buku Sistem Informasi Manajemen (Sunyoto:2014)dikemukakan 
pengertian SIM olehbeberapa ahli, yakni : 
- Robert G.Murdick dan Joel E.Ross, sistem informasi manajemen adalah 
proses komunikasi dimana informasi masukan (input) direkam, disimpan dan 
diperoleh kembali (diproses) bagi keputusan (output) mengenai 
perencanaan, pengoperasian, dan pengawasan. 
- Joseph F.Kelly, dimana Sistem Informasi Manajemen adalah perpaduan 
sumber manusia dan sumber yang berlandaskan komputer yang 
menghasilkan kumpulan penyimpanan, perolehan kembali, komunikasi dan 
penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang efisien dan 
perencanaan bisnis. 
- Robert W. Holmes mengemukakan bahwa system informasi manajemen 
adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyajikan informasi pilihan yang 
berorientasi kepada keputusan yang diperlukan oleh manajemen guna 
merencanakan, mengawasi, dan menilai aktivitas organisasi.Dirancangnya 
itu di dalam kerangka kerja yang menitikberatkan pada perencanaan 
keuntungan, perencanaan penampilan dan pengawasan pada semua tahap. 
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Gordon B. Davis dalam buku Sistem Informasi Manajemen Pemahaman dan 
Aplikasi (2008:15) memberikan pengertian sebagai berikut; 
“ Management Information System (MIS) as the term is generally understood, 
is an integrated, user-machine system for providing information to support 
operations, management and decision-making functions in an organizations. The 
system utilizes computer hardware and software, manual procedures, models for 
analysis, planning, control and decision making and a database”. 
Yang mengandung arti Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah 
kesatuan, sistem mesin pengguna yang terintegrasi dalam memberikan 
informasi untuk mendukung operasi, manajemen,  dan fungsi pembuatan 
keputusan dalam suatu organisasi. Sistem yang dimaksud adalah sistem yang 
menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur manual, 
model yang digunakan untuk menganalisis, merencanakan, mengendalikan, dan 
membuat keputusan serta sebuah basis data. 
Menurut Ibnu Syamsi dalam modul mata kuliah sistem informasi manajemen 
(2013:08) mengemukakan pengertian Sistem Informasi Manajemen sebagai  
jaringan informasi yang diperlukan pimpinan dalam menjalankan tugasnya, 
terutama dalam mengambil keputusan, dimana sistem informasi manajemen 
disamping diperlukan oleh pimpinan juga dibutuhkan seluruh anggota organisasi 
yang dipimpinnya. 
Menurut Stoner yang mengatakan pengertian sistem informasi manajemen 
merupakan metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat 
waktu kepada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan 
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dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan, operasi secara 
efektif dan pengendalian. 
Dalam buku Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-organisasi 
Publik mengemukakan Sistem informasi manajemen sebagai suatu upaya 
organisasi memiliki suatu sistem dapat diandalkan dalam mengolah data menjadi 
informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang 
menyangkut keputusan – keputusan rutin maupun keputusan – keputusan 
strategis. 
Konsep SIM sebenarnya telah ada sebelum komputer muncul, yaitu dimana 
segala macam informasi didalam organisasi harus diolah dengan cepat, teliti dan 
andal.Namun, tanpa komputer konsep terseut hanya menjadi teori. Sekarang, 
dengan adanya komputer , konsep SIM tersebut telah menjadi kenyataan (dalam 
buku Sistem Informasi Manajemen:2008). 
Tabel 2.1 
Dampak aplikasi Teknologi Informasi (TI) berbasis Komputer terhadap 
Aktivitas Organisasional 
No. Sebelum Muncul IT Teknologi Informasi Setelah Muncul IT 
1. Manajer biasanya 
membuat keputusan 
Berbagai peralatan 
penunjang pengambilan 
keputusan 
Pengambilan 
keputusan menjadi 
bagian setiap 
orang  
2. Hanya pakar-pakar yang 
bisa menyelesaikan 
pekerjaan yang kompleks 
Expert System Seorang generalis 
bisa 
menyelesaikan 
pekerjaan pakar 
12 | P a g e  
 
3. Informasi hanya bisa 
muncul di satu tempat 
pada saat tertentu 
Database tersebar Informasi bisa 
dimunculkan 
diberbagai tempat 
sewaktu 
diperlukan. 
4. Karyawan lapangan 
membutuhkan kantor 
sebagai tempat 
menerima, menyimpan, 
mengakses dan 
mentransfer informasi 
Komunikasi tanpa kabel 
dan Portable Computer 
Karyawan 
lapangan bisa 
mengirim dan 
menerima 
informasi secara 
langsung 
Sumber : Buku Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Praktis tahun 2007 
II.1.2 Pendaftaran Paspor Online 
(a) Ketik alamat url : http://www.imigrasi.go.id/  
Akan muncul halaman utama web imigrasi 
 
Gambar 2.1 Tampilan Halaman depan web imigrasi 
(b) Pada halaman web imigrasi, pilih link Layanan Pasport Online (seperti 
dibawah ini) 
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Gambar 2.2 tampilan menu layanan paspor online 
 
Akan muncul halaman depan xpasinet dengan URL : 
http://ipass.imigrasi.go.id:8080/xpasinet/faces/InetMenu/.jsp 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.3 Halaman depan aplikasi Xpasinet 
 
(c) Klik Pra Permohonan Personal untuk membuat pra permohonan paspor  
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(d) Pada bagian informasi pemohon, pilih Jenis Permohonan, jenis paspor 
dan kantor imigrasi yang ingin dituju. Untuk jenis permohonan dengan tipe 
penggantian habis berlaku / halaman penuh, masukkan nomor passport lama 
setelah itu klik lanjut. 
 
Gambar 2.4 Form input data pemohon 
(e) Akan muncul informasi jenis permohonan dan jenis paspor yang dipilih 
kemudian klik lanjut.  
(f) Lakukan pengisian data pemohon untuk jenis informasi pemohon, jika sudah 
klik tombol lanjut. 
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Gambar 2.5 Form Input data pemohon 
(g) Lakukan pengisian data pemohon untuk alamat rumah informasi pemohon. 
Jika sudah klik tombol lanjut. 
 
Gambar 2.6 Form Payment Switch 
(h) Lakukan pengisian data pemohon untuk alamat orang tua dan alamat lama 
pemohon jika pemohon pindah domisili. Jika sudah klik tombol lanjut. 
 
Gambar 2.7 Halaman informasi pembayaran pnbp 
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(i) Lakukan pengisian data pemohon untuk nama ayah dan nama ibu, Jika 
sudah klik tombol lanjut. 
 
Gambar 2.8 Form data orangtua 
(j) Setelah memasukkan informasi pemohon, selanjutnya akan masuk ke 
informasi pembayaran dan konfirmasi permohonan yang berisi informasi 
pemohon, biaya permohonan paspor dan metode pembayaran. Jika sudah 
klik tombol lanjut. 
 
Gambar 2.9 Form informasi pembayaran 
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(k) Jika sudah sesuai informasi data pemohon, maka masukkan kode caphtcha 
yang tersedia dan klik tombol lanjut. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.10 Form Informasi Pembayaran dan Konfirmasi Permohonan 
(l) Setelah itu akan tampil informasi pembayaran dan konfirmasi permohonan 
yang berisi informasi kantor imigrasi yang akan kita tuju, tanggal yang 
tersedia untuk kanim yang dipilih kemudian masukan kode caphtcha dan klik 
tombol lanjut. 
Gambar 11 Form informasi kedatangan 
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(m) Sistem akan secara otomatis mengirimkan ke email yang pemohon daftarkan 
yang berisi mengenai informasi pemohon, biaya yang akan dibayarkan ke 
bank dan url jika pemohon sudah melakukan pembayaran.  
 
Gambar 2.12 tampilan pengiriman informasi pemohon 
(n) Jika pemohon sudah melakukan pembayaran di bank, maka proses 
selanjutnya adalah konfirmasi tanggal kedatangan. Dengan cara klik tombol 
lanjut atau link yang ada di dalam email. Kemudian masukkan Nomor bukti 
pembayaran dan masukan kode caphtcha kemudian tekan tombol lanjut.  
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(o) Akan tampil tanggal kedatangan yang tersedia di kanim, tanggal kedatangan 
harus sesuai dengan tanggal yang tertera pada tahap ke verifikasi. Jika 
sudah klik tombol lanjut. 
 
(p) Proses pendaftaran pra permohonan selesai dan akan menampilkan kanim 
yang dipilih dan tanggal kedatangan sesuai yang dipilih pemohon.  
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II.2 Konsep E-Government 
II.2.1 Pengertian E-Government 
Electronic Government berasal dari government yang dalam bahasa inggris 
berarti pemerintahan. Huruf e- di depan kata government yakni electronic seperti 
halnya dengan electronic mail ( e-mail ), electronic business (e-business), dll. 
Pemerintahan elektronik atau  e-government adalah penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan 
efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada 
masyarakat. Electronic government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, 
atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan 
pelayanan publik atau proses kepemimpinan yang demokratis. 
Menurut Conrad dalam buku SANKRI I (2003:443) Electronic Administration 
(E-Adm) merupakan substitusi atau ungkapan lain dari istilah E-Govyang 
diberikan untuk suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis 
internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. 
Tujuan utamanya untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada pengguna 
jasa atau untuk memberikan kepuasan maksimal. 
 Adapun menurut The World Bank Group yang mendefinisikan e-
Governmentsebagai ; 
“e-Government  refers to the use by government agencies of information 
technologies ( such as Wide Area Networks, the internet, and the mobile 
computing ) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, 
and other arms of government”.  
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Yang berarti bahwa e-Government berhubungan dengan penggunaan 
informasi (seperti wide area network, internet, dan komputerisasi ) organisasi 
pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk menjalin hubungan dengan 
warga Negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan. 
Menurut Indrajit dalam buku Polri dan Aplikasi E-Government dalam 
pelayanan publik (2012:36) mengatakan bahwa E-Government merupakan suatu 
mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan 
lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi 
(terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. 
Dalam Inpres No.3 tahun 2003 E-Government adalah penyelenggaraan 
kepemerintahan berbasiskan elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan 
publik secara efisien, efektif dan interaktif. 
 Menurut Kementrian Komunikasi dan Informasi yang berpendapat bahwa 
Electronic Government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet 
dan perangkat lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan 
penyampaian dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnisnya dan lembaga-
lembaga lainnya secara online. 
 Dalam buku pengantar teknologi informasi untuk bisinis (2005:331) Clay G. 
Wescottmendefinisikan E-government sebagai Penggunaan ICT untuk 
mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang 
efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses 
informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih 
bertanggung jawab kepada masyarakat. 
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 Electronic Government (e-gov) juga dapat dipahami sebagai penggunaan 
teknologi berdasarkan web (jaringan), komunikasi internet dan dalam beberapa 
kasus, merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan 
memperluas akses ke dan dari pemberian layanan dan informasi pemerintah 
kepada penduduk , dunia usaha, pencari kerja dan pemerintah lain, baik 
instansional maupun antarnegara. Selain itu juga untuk meningkatkan efektivitas, 
efisiensi, kinerja, proses pelaksanaan layanan, serta tugas pokok dan funginya. 
 Dengan adanya E-Government, keputusan – keputusan politik dapat segera 
dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat, pelaku bisnis, dan 
pemerintahan Negara lain serta warga negara juga dapat memberikan masukan 
– masukan maupun kritik terhadap pemerintah secara langsung melalui e-mail 
ataupun forum elektronik yang dibangun. (Teknologi Komunikasi dan Informasi 
1:2008) 
II.2.2 Tipe Relasi E-Government 
 E-Government dapat digolongkan dalam empat tingkatan.Tingkat pertama 
yakni pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. Tingkat kedua 
adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melalui email. 
Tingkat ketiga yakni masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan 
kantor pemerintah secara timbal balik. Dan tingkat keempat yakni integrasi 
diseluruh kantor pemerintahan, dimana masyarakat dapat melakukan transaksi 
dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian 
database bersama. 
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 (Indrajit:2002) dalam bukunya Electronic Government menjelaskan empat 
tipe relasi electronic government, yakni G-to-C, G-to-B, G-to-G dan G-to-E. 
a. Government to Citizens 
Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, 
yakni dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio 
teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan 
interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari 
dibangunnya aplikasi e-Government bertipe G-to-C ini untuk mendekatkan 
pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar 
masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahannya untuk 
pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.Contoh aplikasinya 
yakni Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang 
berminat untuk melangsungkan ibadah haji di tahun-tahun tertentu sehingga 
pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan 
perjalanan yang sesuai. 
b. Government to Business 
Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan yakni membentuk 
sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah 
Negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.Dalam melakukan aktivitas 
sehari-hari, entity bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak 
sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah.Disamping itu, yang 
bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan 
karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuha 
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entity berorientasi profit.Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah 
dengan kalangan bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun 
lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi 
relasi yang baik dan efektif dengan industri swasta. 
Contoh dari aplikasi e-Government berjenis G-to-B ini yakni proses 
pengadaan dan pembelian barang kebutuhan sehari-hari lembaga 
pemerintah (misalnya untuk back-office dan administrasi) dapat dilakukan 
secara efisien jika konsep semacam e-procurement diterapkan 
(menghubungkan antar kantor-kantor pemerintah dengan para supplier-nya. 
c. Government to Government 
Di era globalisasi sekarang terlihat jelas adanya kebutuhan bagi Negara-
negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. 
Kebutuhan untuk saling berinteraksi antar satu pemerintah dengan 
pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau 
diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama 
antar Negara dan kerjasama antara entity-entiti Negara ( masyarakat, 
industry, perusahaan, dan lain-lain ) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan 
dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme 
hubungan sosial dan budaya dan lain sebagainya. 
Contoh penerapan e-government bertipe G-to-G ini yakni hubungan 
administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah 
kedutaan – kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu 
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penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga 
Negara asing yang sedang berada di tanah air. 
d. Government to Employees 
Pada akhirnya, aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk 
meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan 
pemerintah yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat 
(public service). 
Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakan 
format G-to-E ini antara lain sistem pengembangan karir pegawai pemerintah 
yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber 
daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, dan 
promosi seluruh karyawan pemerintahan. 
II.2.3 Jenis – jenis Pelayanan E-Government 
 Menurut Indrajit (2002) pada tataran implementasi, terdapat tiga tingkatan e-
Government yang dicerminkan oleh tampilan situs pemerintah sebagai berikut : 
a. Publish;merupakan implementasi e-Government yang termudah karena 
selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu 
melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Didalam kelas 
publish ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana 
informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses 
oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet. 
Biasanya kanal akses yang dipergunakan adalah computer atau handphone 
melalui medium internet, dimana alat-alat tersebut dapatdipergunakan untuk 
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mengakses situs (website) departemen atau divisi terkait dimana kemudian 
user dapat melakukan browsing (melalui link yang ada) terhadap data atau 
informasi yang dibutuhkan. 
 
b. Interact; yaitu terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka 
yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Yang 
pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas 
searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara 
spesifik (pada kelas publish, user hanya dapat mengikuti link saja). Yang 
kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat 
melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik 
secara langsung (seperti chatting, tele-conference, web-TV, dan lain 
sebagainya) maupun tidak langsung (melalui email, frequent ask questions, 
newsletter, mailing list, dan lain sebagainya). 
c. Transact, adalah interaksi dua arah seperti pada kelas Interact, hanya saja 
terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari 
satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa 
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya). Aplikasi ini 
jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adanya 
sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara 
aman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi 
dengan baik. 
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Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan 
Pemerintah Daerah melalui jaringan informasi, pengembangan e-Government 
dapat dilaksanakan melalui empat tingkatan yaitu : 
1. Tingkat persiapan, antara lain : 
 Pembuatan situs web pemerintah di setiap lembaga; 
 Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan e-   
Government; 
 Penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk 
MultipurposeCommunity Center (MCC), warung dan kios internet, dan 
lain-lain 
 Sosialisasi keberadaan informasi elektronik, baik untuk publik 
maupunpenggunaan internal; 
 Pengembangan motivasi kepemimpinan (e-leadership) dan kesadaranakan 
pentingnya manfaat e-Government (awareness bulding) 
 Penyiapan peraturan pendukung 
2. Tingkat Pematangan, antara lain ; 
 Pembuatan situs informasi layanan publik interaktif, antara lain dengan 
menambahkan fasilitas mesin pencari (search engine), fasilitas Tanya 
jawab, dan lain-lain; 
 Pembuatan hubungan dengan situs informasi lembaga lainnya (hyperlink) 
3. Tingkat Pemantapan, antara lain: 
 Penyediaan fasilitas transaksi secara elektronik antara lain dengan 
menambahkan fasilitas penyerahan formulir, fasilitas pembayaran dan 
lain-lain 
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 Penyatuan penggunaan aplikasi dan data dengan lembaga lain 
(interoperabilitas) 
4. Tingkat Pemanfaatan, antara lain : 
 Pembuatan berbagai aplikasi untuk pelayanan G2G (Government to 
Government), G2B (Government to Business) dan G2C (Government to 
Community) yang terintegrasi; 
 Pengembangan proses layanan e-Government yang efektif dan efisien 
 Penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (best practice). 
II.2.4 Tujuan Penerapan E-Government 
 Tujuan electronic government adalah untuk meningkatkan akses warga 
Negara terhadap jasa-jasa pelayanan publik pemerintah, meningkatkan akses 
masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani 
keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati 
oleh seluruh warga Negara.Melalui pengembangan e-government dilakukan 
penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan 
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.  
Dalam buku III SANKRI (2004:342) dikatakan bahwa pemanfaatan teknologi 
informasi yang dimaksud mencakup dua aktifitas yang berkaitan, yaitu (1) 
pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja 
secara elektronis,dan (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar 
pelayanan public dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat 
diseluruh wilayah Negara. 
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Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
kebijakan dan strategi nasional pengembangan electronic government, dimana 
dalam hal ini electronic government diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan 
antara lain: 
a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang 
memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat secara 
luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah pada setiap saat, tanpa 
dibatasi oleh waktu dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. 
b. Pembentukan hubungan interaksi dengan dunia usaha untuk meningkatkan 
perkembangan perekonomian nasional dan mempercepat kemampuan 
menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional 
c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga – 
lembaga Negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat 
agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Negara 
d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan, efisien 
serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintahan dan 
masyarakat. 
Dalam lampiran Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tersebut, dipaparkan 
enam strategi yang disusun pemerintah dalam mencapai tujuan e-government, 
yakni ; 
(a) Mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya serta terjangkau 
masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan 
kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah Negara dengan tarif 
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terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan 
pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan 
proses kerja instansi pemerintah 
(b) Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom 
secara holistic. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem 
manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi 
kemajuan teknologi informasi secara cepat 
(c) Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin 
dicapai yakni standarisasi yang berkaitan dengan interopabilitas pertukaran 
dan transaksi informasi antarportal pemerintah. Standarisasi dan prosedur 
yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. 
Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-
reportingyang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin 
keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah 
pengembangan jaringan intra pemerintah 
(d) Meningkatkan peran serta dunia dan mengembangkan industri 
telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai yakni 
adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan 
strategis e-government. Itu berarti, pengembangan pelayanan publik tidak 
perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah.  
(e) Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah 
maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan menigkatkan e-literacy 
masyarakat. 
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(f) Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang 
realistik dan terukur. Dalam pengembangan e-government, dapat 
dilaksanakan dengan empat tingkatan yakni persiapan, pematangan, 
pemantapan dan pemanfaatan. 
II.2.5 Manfaat E-Government 
a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-
nya ( masyarakat, kalangan bisnis, dan industry ) terutama dalam hal 
kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. 
b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan 
pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di 
pemerintahan ( bebas KKN ) 
c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi 
yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan 
aktivitas sehari-hari 
d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-
sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak – pihak yang 
berkepentingan. 
e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat 
dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan 
dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada, dan 
f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra 
pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara 
merata dan demokratis. 
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II.2.6 Elemen Sukses Pengembangan E-Government 
 Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government 
(Indrajit;2002) , untuk menerapkan konsep – konsep digitalisasi pada sektor 
publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-
sungguh, yakni Support, Capacity, dan Value. 
 Support 
Elemen pertama dan paling krusialyang harus dimiliki oleh pemerintah 
adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik 
untuk benar-benar menerapkan konsep e-Government, bukan hanya 
sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan 
dengan prinsip-prinsip e-Government. Yang dimaksud dengan dukungan 
disini bukan hanya omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang 
diharapkan adalah dalam bentuk hal – hal sebagai berikut : 
1. Disepakatinya kerangka e-Government sebagai salah satu kunci sukses 
Negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya. 
2. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, financial, tenaga, 
waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk 
membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral. 
3. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar 
tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangan e-Government 
(seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas). 
4. Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata, kontinyu, 
konsisten dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara 
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khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai carakampanya 
yang simpatik. 
 Capacity 
Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan 
atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” e-
Government terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling 
tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yakni ; 
1. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagi 
inisiatif e-Government , terutama yang berkaitan dengan sumber daya 
financial. 
2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena 
fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-
Government 
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan 
keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-Government dapat sesuai 
dengan asas manfaat yang diharapkan. 
 Value 
Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi 
pemerintah selaku pihak pemberi jasa (supply side). Berbagai inisiatif e-
Government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa 
diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut. Dan dalam hal 
ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya 
e-Government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat 
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dan mereka yang berkepentingan (demand side). Untuk itulah pemerintah 
harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-Government 
apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar 
memberikan value  (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh 
masyarakatnya. 
II.2.7 Aspek – aspek dalam Aplikasi E-Government 
  Dalam buku Polri dan Aplikasi E-Government (2012:43) dikatakan bahwa 
manajer atau pimpinan berkewajiban mengelola sumber daya yang dibutuhkan 
untuk mencapai tujuan pengaplikasian e-government ini.Pimpinan organisasi 
hendaknya memfasilitasi, memperkuat dan mempertahankan sumberdaya 
manajemen secara proporsional.Sumber daya yang dibutuhkan untuk 
mewujudkan e-government terdiri dari; Hardware, software, spesialis informasi, 
user (pemakai/SDM), fasilitas, database dan informasi. 
a. Hardware 
Penerapan teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa lepas dengan 
kebutuhan sumberdaya perangkat keras komputer (hardware). Sebuah 
aplikasi e-government adakalanya cukup dengan sebuah atau beberapa 
komputer yang berdiri sendiri tanpa perlu tersambung dengan komputer 
lainnya (stand alone), namun kecenderungan aplikasi lainnya membutuhkan 
sebuah jaringan LAN (Local Area Networking) yaitu jaringan tanpa kabel 
yang biasanya digunakan untuk berhubungan antar instansi atau bahkan 
jaringan global (internet). 
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b. Software 
Sumberdaya e-government lainnya yang cukup penting adalah perangkat 
lunak komputer (software).Dimana software dibagi menjadi dua macam yaitu 
software operasi dan software aplikasi.Software operasi merupakan software 
penerjemah daripada hardware, misalnya program linux, windows 98, 
windows 2000, windows XP dan sebagainya. Sedangkan windows aplikasi 
merupakan program terapan, misalnya operating system, database, office 
yang meliputi word, excel, notepad powerpoint dan sebagainya, 
pemograman perangkat lunak pendukung komunikasi (e-mail, SMS, 
teleconference/webcam). 
c. Human Resources (SDM) 
Ketersediaan SDM yang dibutuhkan adalah para tenaga spesialis teknologi 
informasi dan komunikasi yang meliputi programme administrator jaringan, 
operator dan tenaga lainnya, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya 
harus cukup. Bahkan ada yang mengatakan bahwa SDM di belakang 
perangkat computermember sumbangan keberhasilan yang cukup signifikan. 
d. Data dan Informasi 
Komponen sumberdaya berikutnya adalah data dan informasi.Sumberdaya 
ini seringkali kurang mendapat perhatian oleh implementor e-government. 
Padahal kesediaan data masukan, baik dalam bentuk lembaran kertas 
maupun dalam bentuk digital (database) menjadi bahan utama proses e-
government guna mendukung tujuan penyebarluasan informasi. 
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e. Struktur organisasi 
Pada umumnya uraian tugas dan fungsi suatu lembaga masih bersifat makro 
dan tidak detil, sehingga untuk memudahkan pelaksanaan dan memperkuat 
fungsi koordinasi perlu diurai lebih lanjut dalam kebijakan prosedur 
operasional. Prosedur ini meliputi kegiatan penyusunan aplikasi e-
government, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi. 
Dengan cara demikian, pelaksanaan implementasi e-government mempunyai 
landasan yang cukup untuk merealisasikannya. 
f. Komunikasi 
Pemerintah pusat atau lembaga implementor utama di daerah berkewajiban 
mengalirkan berbagai informasi berkaitan dengan kebijakan e-government. 
Proses komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk perintah, arahan dan 
penjelasan melalui forum rapat koordinasi sosialisasi, diseminasi, pelatihan 
atau bentuk pertemuan lainnya. Tujuannya adalah membangun persepsi 
yang sama antara pembuat kebijakan dengan pelaksananya. Proses 
komunikasi dapat dikatakan berhasil manakala para pelaksana memiliki 
tingkat pengetahuan dan pemahaman di bidang e-government. 
g. Sikap pelaksana 
Idealnya setiap kebijakan direspon dengan baik oleh para 
pelaksananya.Sikap respon itu biasanya bersifat subjektif, karena terkait 
dengan motivasi, kemauan atau niat.Kadang-kadang respon muncul dalam 
bentuk sikap proaktif tetapi ada pula yang bersifat resistensi.Ada tidaknya 
respon pelaksana ini dapat dilihat dari aktivitasnya.Apabila para pelaksana 
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mengimplementasikan kebijakan e-government secara konsisten maka 
respon positif. Instansi atau personal lainnya yang diposisikan sebagai 
pelanggan, dapat diukur tingkat kepuasannya terhadap produk-produk e-
government, seperti produk pusat data, aplikasi pendukung pekerjaan kantor, 
aplikasi pelayanan publik, e-mail, SMS dan produk-produk lainnya. 
II.2.8 Faktor-faktor Pendukung dalam Penerapan Electronic Government 
 Menurut Indrajit (2005), ada sejumlah faktor penentu yang patut menjadi 
bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat kesiapan sebuah lembaga 
dalam menerapkan e-government antara lain; 
a. Infrastruktur Telekomunikasi 
Dalam level pelaksanaannya, perangkat keras seperti komputer, jaringan, 
dan infrastruktur akan menjadi faktor yang sangat penting dalam penerapan 
e-government. 
b. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan IT oleh Aparat Pemerintah 
Dengan mengamati sejauh mana pemerintah saat ini telah memanfaatkan 
beraneka ragam teknologi informasi dalam membantu menjalankan sistem 
kinerja pemerintahannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa meskipun 
sudah banyak sekali lembaga internasioanl yang telah memberikan bantuan 
dana untuk membeli sejumlah teknologi perangkat keras bagi pemerintah, 
namun instrument tesebut tidak dipergunakan secara maksimal dan banyak 
yang tidak dirawat sehinnga menjadi rusak. 
c. Sumber Daya Manusia 
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Subjek utama dalam inisiatif elektronik government adalah manusia yang 
bekerja di lembaga pemerintahan, sehingga tingkat kompetensi dan keahlian 
mereka akan sangat mempengaruhi performa penerapan e-government. 
Semakin tinggi tingkat information technology literacy SDM di pemerintah, 
semakin siap mereka untuk menerapkan e-Government. 
d. Dana dan Anggaran 
Sumber daya financial merupakan faktor penting. Pemerintah harus memiliki 
dana yang cukup untuk menerapkan e-government, karena biaya/dana yang 
dibutuhkan tidak sekedar investasi belaka,namun perlu dianggarkan untuk 
biaya operational, pemeliharaan dan pengembangan di kemudian hari. 
e. Perangkat hukum  
Karena konsep e-government sangat terkait dengan usaha penciptaan dan 
pendistribusian data/informasi dan hak cipta intelektual, maka perlu adanya 
perlindungan dari undang – undang atau hukum yang dapat menjamin 
terciptanya mekanisme e-government yang kondusif,  
f. Perubahan paradigma 
Pada hakikatnya penerapan e-government merupakan suatu proyek change 
management yang membutuhkan adanya keinginan untuk mengubah 
paradigm dan cara berpikir. Perubahan paadigma ini akan bermuara pada 
dibutuhkannya kesadaran dan keinginan untuk mengubah cara kerja, 
bersikap, berperilaku, berkebiasaan sehari-hari. Jika para pemimpin dan 
pegawai di pemerintahan tidak mau berubah, maka dapat dikatakan bahwa 
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yang bersangkutan belum siap untuk menerapkan konsep electronic 
government. 
II.3 Kerangka Konseptual  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
III.1 Pendekatan Penelitian 
 Dalam penelitian tentang penerapan e-government Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang 
dilakukan bersifat deskriptif yakni memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat 
mengenai masalah yang dihadapi. 
III.2 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 
akan dilakukan. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 
berlokasi di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar  
III.3 Tipe dan Dasar Penelitian 
 Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
deskriptifyaitu  suatupenilaian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat 
melakukan penelitian. Di  dalam  penelitian  ini  berupaya  mendeskripsikan  kondisi-
kondisi  yang  terjadi sekarang  dan  masa  lalu.  Data-data  atau  informasi  yang  
ingin  dideskripsikan berasal dari hasil wawancara langsung dan 
observasi.Sedangkan dasar penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, 
memusatkan  kasus  secara  intensif  dan mendetail dengan menggunakan cara-
cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis 
informasi dan pelaporan hasil. 
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III.4 Sumber Data 
Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan 
data sekunder. 
1) Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 
penelitian yakni sumber data dari informan yang bersangkutan dengan cara 
wawancara dan pengamatan atau observasi pada informan. 
2) Data sekunder merupakan data yang berasal dari survey lapangan dan 
diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustakaan yang berupa buku-
buku, literatur, dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi 
yang dapat mendukung kelengkapan data primer. 
III.5 Narasumber atau Informan 
 Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya hasil yang 
representatif, maka diperlukan informan yang memahami dan mempunyai kaitan 
dengan permasalahan yang sedang diteliti. 
Adapun informan yang dimaksud adalah : 
1. Kepala Seksi Lalu lintas Keimigrasian  
2. Pengelola Keuangan Kantor Imigrasi 
3. Bagian pemberi layanan 
4. Masyarakat pengguna layanan online 
5. Masyarakat pengguna layanan manual 
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III.6 Teknik Pengumpulan Data  
 Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan 
data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder tersebut 
penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu : 
1. Telaah dokumen 
Telaah dokumen, yaitu dilakukan dengan menelusuri beberapa dokumen yang 
berkaitan dengan objek penelitian guna mendapatkan data sekunder yang 
berhubungan dengan buku, Undang-Undang, E-Book, Skripsi, artikel dan 
dokumen - dokumen tentang E-Government di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
2. Observasi 
Observasi adalah suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis 
terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti.Dengan melakukan observasi, peneliti 
mencatat apa saja yang di lihat dan mengambil dokumen yang tertulis untuk 
memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti. 
3. Wawancara 
Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data 
melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap 
mengetahui banyak tentang obyek dan masalah penelitian. Wawancara 
digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 
studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti 
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III.7 Teknik Analisis Data 
Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualititatif. Teknik 
analisis data menurut Nasution (1988) merupakan proses menyusun data agar 
dapat ditafsirkan. Dalam melakukan analisis data penelitian, penulis mengacu 
kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari: 
a. Reduksi data, merupakan rangkaian proses pemilihan, pemusatan perhatian 
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 
muncul dari catatan – catatan lapangan. Rangkaian proses pengolahan data 
inilah yang akhirnya menghasilkan pengelompokkan dan pengkategorian data 
sehingga data mudah disajikan dan diverifikasi. 
b. Penyajian data, adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Penyajian data kualitatif pada umumnya disajikan dalam bentuk teks 
naratif, namun dapat juga menggunakan matriks, grafik, ataupun bagan.  
c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, merupakan tahap akhir dari rangkaian 
proses analisis data. Pada tahap ini data yang telah diolah dan disajikan 
kemudian di uji dari segi makna, kesesuaian maupun kebenarannya. Pengujian 
data sehingga menjadi kesimpulan yang matang harus didasarkan pada 
perspektif emik (informan) bukan dari perspektif etik (peneliti). 
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III.8 Fokus Penelitian 
 Dalam penelitian ilmiah ini, penerapan E-Government pada Kantor Imigrasi 
Kelas I Makassar akan diukur dengan konsep – konsep digitalisasi pada sektor 
publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-
sungguh (hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government) yakni 
Support, Capacity, dan Value. 
 Support 
Yang dimaksud dengan dukungan disini bukan hanya omongan semata, 
namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal – 
hal sebagai berikut : 
1. Disepakatinya kerangka e-Government sebagai salah satu kunci sukses 
Negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya. 
2. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, financial, tenaga, 
waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk 
membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral. 
3. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar 
tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangan e-Government 
(seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas). 
4. Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata, kontinyu, 
konsisten dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara 
khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai carakampanya 
yang simpatik. 
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 Capacity 
Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah 
sehubungan dengan elemen ini, yakni ; 
1. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagi 
inisiatif e-Government , terutama yang berkaitan dengan sumber daya 
financial. 
2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena 
fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-
Government 
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan 
keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-Government dapat sesuai 
dengan asas manfaat yang diharapkan. 
 Value 
Dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh 
dengan adanya e-Government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, 
melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (demand side). 
Untuk itulah pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis 
aplikasi e-Government apa saja yang harus didahulukan pembangunannya 
agar benar-benar memberikan value  (manfaat) yang secara signifikan 
dirasakan oleh masyarakatnya. 
Setelah melihat penerapan e-government pada Kantor Imigrasi Kelas I 
Makasssar dengan elemen – elemen sukses penerapan e-governmentdari hasil 
kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government selanjutnya melihat apa 
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yang menjadi faktor – faktor yang mempengaruhi kesiapan dalam penerapan e-
government pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dengan teori yang dikemukakan 
oleh Indrajit pada tahun 2005, 
a. Infrastruktur Telekomunikasi 
Dalam level pelaksanaannya, perangkat keras seperti komputer, jaringan, dan 
infrastruktur akan menjadi faktor yang sangat penting dalam penerapan e-
government. 
b. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan IT oleh Aparat Pemerintah 
Dengan mengamati sejauh mana pemerintah saat ini telah memanfaatkan 
beraneka ragam teknologi informasi dalam membantu menjalankan sistem 
kinerja pemerintahannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa meskipun sudah 
banyak sekali lembaga internasioanl yang telah memberikan bantuan dana untuk 
membeli sejumlah teknologi perangkat keras bagi pemerintah, namun instrument 
tesebut tidak dipergunakan secara maksimal dan banyak yang tidak dirawat 
sehinnga menjadi rusak 
c. Sumber Daya Manusia 
Subjek utama dalam inisiatif elektronik government adalah manusia yang bekerja 
di lembaga pemerintahan, sehingga tingkat kompetensi dan keahlian mereka 
akan sangat mempengaruhi performa penerapan e-government. Semakin tinggi 
tingkat information technology literacy SDM di pemerintah, semakin siap mereka 
untuk menerapkan e-Government. Dimana di dalam penelitian ini, sumber daya 
manusia yang dimaksud yakni operator atau user yang menjalankan sistem 
online di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
47 | P a g e  
 
d. Dana dan Anggaran 
Sumber daya financial merupakan faktor penting. Pemerintah harus memiliki 
dana yang cukup untuk menerapkan e-government, karena biaya/dana yang 
dibutuhkan tidak sekedar investasi belaka,namun perlu dianggarkan untuk biaya 
operational, pemeliharaan dan pengembangan di kemudian hari. 
e. Perangkat hukum  
Karena konsep e-government sangat terkait dengan usaha penciptaan dan 
pendistribusian data/informasi dan hak cipta intelektual, maka perlu adanya 
perlindungan dari undang – undang atau hukum yang dapat menjamin 
terciptanya mekanisme e-government yang kondusif. 
f. Perubahan paradigma 
Pada hakikatnya penerapan e-government merupakan suatu proyek change 
management yang membutuhkan adanya keinginan untuk mengubah paradigm 
dan cara berpikir. Perubahan paadigma ini akan bermuara pada dibutuhkannya 
kesadaran dan keinginan untuk mengubah cara kerja, bersikap, berperilaku, 
berkebiasaan sehari-hari. Jika para pemimpin dan pegawai di pemerintahan 
tidak mau berubah, maka dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan belum siap 
untuk menerapkan konsep electronic government. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
IV.1.1 Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
Kantor Imigrasi Makassar mulai berdiri pada tahun 1984 dimana 
pembangunannya dilaksanakan oleh pemerintah Belanda. Setelah terbentuknya 
Institusi Imigrasi pada tanggal 26 Januari 1950, maka berdirilah Kantor Imigrasi 
Daerah ( Kandin ) yang terletak di JL. Tentara Pelajar. Seiring dengan 
perkembangan Kota Makassar, pada tahun 1976 Kandin berubah nama menjadi 
Kantor Derektorat Jenderal Imigrasi ( Kanditjen ). Memasuki era reorganisasi, pada 
tahun 1980 berubah menjadi Kantor Imigrasi. 
Pada tanggal 19 mei 2005, Kantor Imigrasi Kelas I Makassar resmi berkantor 
atau tepatnya pindah dari JL. Tentara Pelajar NO.2 ke JL. Perintis Kemrdekaan 
Km.13 Daya Makassar dan pada tanggal 23 Agustus 2005 diresmikan oleh Menteri 
Hukum dan HAM RI Bapak Hamid Awaluddin.  
Aktivitas keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar lebih terfokus 
pada pelayanan seperti pemberian Paspor RI, pemberian dan penjagaan Izin 
Tinggal bagi Orang Asing, hal ini dapat dilihat dari cukup tingginya intensitas 
kegiatan pelayanan pada Kanim Makassar. Penegakkan hukum keimigrasian pada 
Kantor Imigrasi Makassar selama ini berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat jumlah 
orang asing yang dikarantina dan dideportasi dari tahun ke tahun cukup signifikan. 
Semua itu tidak terlepas dari kesigapan Aparat Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar dalam melaksanakan tugas-tugas keimigrasian.Sumber daya manusia 
pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar terus diupayakan untuk peningkatan kualitas 
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kinerja dalam mendukung tugas-tugas keimigrasian dengan demikian sistem 
penegakan disiplin terhadap pegawai dapat ditingkatkan. 
IV.1.2 Kondisi Geografis Kantor Imigrasi Kelas I Makssar  
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar terletak pada daerah yang sangat strategis 
yaitu± 11 KM dari Bandara Internasional Hasanuddin dan berada di perbatasan Kota 
Makassar dan Kabupaten Maros yang sangat mudah di jangkau dari berbagai 
penjuru dan Kabupaten yang menjadi wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar. Kantor Imigrasi Kelas I Makassar berada di jalan poros utama menuju 
Kota Makassar tepatnya beralamatdi Jalan Perintis Kemerdekaan KM.13 
Makassar.Berdasarkan kondisi wilayah yang demikian, maka Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mempunyai posisi 
yang sangat strategis dalam memberikan konstribusinya terhadap pembangunan 
daerah maupun pembangunan nasional. 
IV.1.3 Visi, Misi, Tata Nilai,Tujuan dan Janji Layanan 
Visi  
“Masyarakat Memperoleh Kepastian Pelayanan dan Penegakan Hukum 
Keimigrasian”  
Misi  
Memperkuat penegakan hukum keimigrasian yang adil dan akuntabel. 
Mendukung terciptanya keamanan negara yang stabil. 
Meningkatkan pelayanan keimigrasian yang prima. 
Mendukung pembangunan kesejahteraan masayarakat yang berkesinambungan. 
50 | P a g e  
 
Tata Nilai  
1. Taqwa 
2. Menjunjung Tinggi Kehormatan 
3. Cendekia 
4. Integritas Pribadi 
5. Inovasi   
Tujuan 
Penjabaran dari visi dan misi juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar 
serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan 
pembangunan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 – 2019 adalah : 
1. Terwujudnya kepastian penegakan hukum keimigrasian yang adil dan 
akuntabel. 
2. Terwujudnya penguatan dan fungsi keimigrasian dalam menunjang 
keamanan negara yang stabil. 
3. Terwujudnya pelayanan keimigrasian yang prima. 
4. Terwujudnya peraturan perundang-undangan / kebijakan keimigrasian yang 
menunjang pencapaian pembangunan kesejahteraan masyarakat yang 
berkesinambungan. 
Janji Layanan 
1. Kepastian persyaratan 
2. Kepastian waktu 
3. Kepastian biaya 
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IV.1.4 Struktur Organisasi  
Struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Makassar adalah sebagai berikut : 
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IV.1.5 Tim Pengelola Website  
Tabel 4.1 
No. Nama Jabatan Kedudukan dalam tim 
1. TEGAS HARTAWAN, 
S.Sos. 
KEPALA KANTOR PENANGGUNG 
JAWAB 
2. ISMAIL, S.H. KASI INSARKOM REDAKTUR I 
3. BESSE HARTATI, S.S, 
M.M. 
KASUBAG TU REDAKTUR II 
4. WISDA PURNAMA SARI, 
A.Md.Im, S.H. 
KASUBSI 
KOMUNIKASI 
EDITOR 
5. ASTIKA WAHYUNIE, 
Amd.Kom. 
FUNGSIONAL 
UMUM 
ADMINISTRATOR 
6. A. DIPA WIKAYA FUNGSIONAL 
UMUM 
ADMINISTRATOR 
7. SYUAIB LAMIDI, S.H, 
M.Si. 
 WEB DEVELOPER 
8. CHAERIL ANWAR, 
S.Kom. 
FUNGSIONAL 
UMUM 
WEB DEVELOPER 
9. FITRAWATI FUNGSIONAL 
UMUM 
PEMBUAT ARTIKEL 
10. YULIANTI, S.S. FUNGSIONAL 
UMUM 
PEMBUAT ARTIKEL 
11. NURLINDA ALLA, S.E. FUNGSIONAL 
UMUM 
PEMBUAT ARTIKEL 
Sumber : website resmi Kantor Imigrasi kelas I Makassar 
IV.1.6 Tugas dan Fungsi Organisasi  
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: M.03-
PR.07.04 tahun 1991 
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Kantor Imigrasi Kelas I Makassar merupakan salah satu unit pelayanan 
teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI 
Sulawesi Selatan yang memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas 
pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang keimigrasian pada 
Kantor Wilayah Sulawesi Selatan. 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 
M.03-PR.07.04 tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar terdiri dari 1 sub bagian fasilitas dan 4 bagian 
substantif yang terdiri dari : 
1. Sub Bagian Tata Usaha 
2. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi 
3. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian 
4. Seksi Status Keimigrasian 
5. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 
6. Adapun masing - masing bagian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 
 
1. Sub Bagian Tata Usaha 
Tugas : 
Melakukan urusan usaha dan rumah tangga Kantor Imigrasi 
Fungsi : 
 Melakukan urusan kepegawaian 
 Melakukan urusan keuangan 
 Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. 
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a) Urusan Kepegawaian 
Tugas: 
Melakukan urusan-urusan kepegawaian di lingkungan Kantor Imigrasi sesuai 
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
b) Urusan Keuangan 
Tugas : 
Melakukan urusan-urusan keuangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
c) Urusan Umum 
Tugas : 
Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Kantor 
Imigrasi. 
2. Seksi Informasi Dan Sarana Komunikasi Keimigrasian 
Tugas : 
Melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta pengelolaan sarana 
komunikasi kemigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi yang berurutan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Fungsi : 
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 Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, 
penyambungan informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan 
keimigrasian. 
 Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi dan penggunaan 
serta pemeliharaan sarana komunikasi. 
a) Sub seksi informasi keimigrasian 
Tugas : 
Melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi mengenai Warga 
Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam rangka kerjasama tukar 
menukar informasi untuk pengamanan teknis operasional keimigrasian. 
b) Sub seksi komunikasi keimigirasian 
Tugas : 
Melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian serta 
melakukan penggunaan dan pemanfaatan sarana komunikasi. 
3. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian 
Tugas : 
Melakukan kegiatan keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian di 
lingkungan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Fungsi : 
 Melakukan pemberian perizinan di bidang lintas batas, izin masuk/izin 
keluar dan fasilitas keimigrasian, 
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 Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin 
kembali. 
a) Sub seksi lintas batas keimigrasian 
Tugas : 
Melakukan urutan peristiwa di bidang lintas batas tradisional melalui wilayah 
perbatasan antara Negara Republik Indonesia dan negara lain berdasarkan 
peraturan dan/atau perjanjian lintas batas yang berlaku, pemberian izin 
masuk/keluar dalam rangka pengaturan keluar orang melalui pelabuhan 
pendaratan di wilayah Negara Republik Indonesia dan fasilitas keimigrasian. 
b) Sub seksi perizinan keimigrasian 
Tugas : 
Melakukan pemberian dokumen perjalanan izin berangkat dan izin keluar. 
4. Seksi Status Keimigrasian 
Tugas : 
Melakukan urusan status keimigrasian sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Fungsi : 
 Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing, yang berada 
di Indonesia. 
 Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan 
seseorang mengenai status kewarganegaraannya. 
a) Sub seksi penentuan status keimigrasian 
Tugas : 
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Melakukan penyaringan, penelitian, penyelamatan permohonan alih status 
dan izin tinggal keimigrasian. 
b) Sub seksi penelaahan status keimigrasian 
Tugas : 
Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan 
seseorang dan memberikan surat keterangan orang asing untuk kelengkapan 
permohonan kewarganegaraan. 
5. Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian 
Tugas : 
Melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing 
di wilayah kerja Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Fungsi : 
 Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan 
mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing. 
 Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian. 
a) Sub seksi pengawasan keimigrasian 
Tugas : 
Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan 
mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing. 
b) Sub seksi penindakan keimigrasian 
Tugas : 
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Melakukan penyidikan dan penindakan, pencegahan dan penangkapan, 
penampungan sementara dan perawatan orang asing yang belum dapat 
dipulangkan, pemulangan dan pengusiran terhadap pelanggar keimigrasian 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
IV.1.7 Kepegawaian 
Sampai bulan Januari 2016 jumlah pegawai kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
berjumlah 92 (Sembilan puluh dua) orang terdiri dari : 
 Pejabat Struktural Tehnis  : 14 orang 
 Pejabat Struktural Non Tehnis  : 3 orang 
 Pejabat Tehnis Non Struktural  : 5 orang 
 Pegawai Staf    : 70 orang 
Komposisi jumlah pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Makassar berdasarkan 
pemegang jabatan dengan rincian : 
 Eselon III : 1 orang 
 Eselon IV : 5 orang 
 Eselon V : 11 orang 
Rekapitulasi jumlah pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
berdasarkan golongan, jenis kelamin dan pendidikan keadaan per bulan Januari 
2016 sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 
 
NO. 
 
GOL / RUANG 
JENIS 
KELAMIN 
L         P 
 
JML 
PENDIDIKAN                              
S2         S1        D3        SLTA 
L   P    L    P   L    P    L     P                    
 
KET 
1. IV/b 1         - 1 1  
2. IV/a 1         1 2 1   1  
3. III/d 3         3 6 -    1    3     2  
4. III/c 5         - 5 3    -    2  
5. III/b 13      15 28 -    -    9   10    --       4     5  
6. III/a 14      10 24 1   1   11   9     -      -     1      -  
7. II/d 5         6 11 -    -     2    2    1     4     2      -  
8. II/c 2         1 3 -    -     -     -     1     -      1      1  
9. II/b 9         3 12   3    4                 5  
10. II/a -          -    
 Jumlah 53      39 92 5   3   31  27   2     4   13     6  
Sumber : Urusan kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I Makassar  
IV.1.8 Proses Penerbitan Paspor 
Secara umum proses OSS dibagi menjadi dua jenis permohonan antara lain: 
a. Permohonan yang langsung datang ke Kantor Imigrasi ( Walk in ) 
b. Permohonan yang terlebih dahulu melakukan Pra permohonan  
( Permohonan Internet )  
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Adapun alur proses penerbitan paspor dengan sistem pelayanan paspor 
terpadu atau one stop service (OSS)  adalah sebagai berikut : 
Gambar 4.2 
Alur penerbitan paspor manual (walk in) 
Sumber :www.imigrasi.go.id 
Adapun penjelasan alur permohonan paspor manual (walk in) sebagai berikut : 
1. Pemeriksaan kelengkapan berkas pemohon dan pengambilan nomor antrian. 
2. Pemeriksaan keabsahan berkas. Pemeriksaan keabsahan berkas ini seperti 
pengambilan foto, sidik jari serta wawancara yang disesuaikan dengan berkas – 
berkas yang dibawa seperti kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk 
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(KTP),akta kelahiran, ijazah atau surat nikah dengan data pada berkas 
pemohon. 
3. Setelah pemeriksaan keabsahan berkas selanjutnya masuk pada identifikasi 
atau verifikasi biometrik. Verifikasi biometrik disini dimana petugas melakukan 
verifikasi terhadap data elektronik yang telah tersimpan, melakukan 
pemeriksaan cekal yang terhubung kepusat sistem akan secara otomatis 
mengirimkan identifikasi biometrik ke pusat. 
4. Apabila identifikasi / verifikasi berkas sudah selesai kemudian berlanjut ke 
proses adjudicator. Dimana petugas memeriksa dan membandingkan biodata 
pemohon lain yang dianggap mirip berdasarkan hasil data biometrik. 
5. Tahap selanjutnya yakni proses pencetakan dan laminasi paspor, dilakukan 
pencetakan paspor, melakukan uji kualitas paspor, kemudian melakukan 
laminasi paspor dan melakukan pemindaian halaman.  
6. Kemudian pengesahan paspor 
7. Terakhir yakni pengambilan paspor dengan menyerahkan tanda terima dan 
bukti pembayaran paspor dari bank. 
Proses penyelesaian paspor ini memakan waktu tiga hari dengan dua kali 
kunjungan. Kunjungan pertama yakni datang dengan tujuan untuk membuat dan 
mengurus pembuatan paspor serta kunjungan kedua dengan tujuan untuk 
pengambilan paspor pemohon. 
Adapun mekanisme permohonan paspor melalui online yakni : 
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Gambar 4.3 
Adapun penjelasan alur permohonan paspor secara onlinesebagai berikut : 
1. Pemeriksaan kelengkapan berkas pemohon. Adapun berkas yang dimaksud 
yakni tanda terima pra – permohonan, tanda bukti pembayaran dari bank serta 
berkas permohonan. Tanda terima pra permohonan dimiliki ketika pemohon 
sudah melalukan pengisian data online untuk pembuatan paspor. Setelah 
pemeriksaan kelengkapan berkas selanjutnya untuk mengambil nomor antrian. 
2. Tahap pemeriksaan kelengkapan berkas oleh petugas. Petugas memeriksa lagi 
dan memverifikasi data pemohon serta memindai berkas (jika diperlukan). 
3. Selanjutnya  masuk pada identifikasi atau verifikasi biometrik. Verifikasi 
biometrik disini dimana petugas melakukan verifikasi terhadap data elektronik 
yang telah tersimpan, melakukan pemeriksaan cekal yang terhubung kepusat 
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4. Apabila identifikasi / verifikasi berkas sudah selesai kemudian berlanjut ke 
proses adjudicator. Dimana petugas memeriksa dan membandingkan biodata 
pemohon lain yang dianggap mirip berdasarkan hasil data biometrik. 
5. Tahap selanjutnya yakni proses pencetakan dan laminasi paspor. dilakukan 
pencetakan paspor, melakukan uji kualitas paspor, kemudian melakukan 
laminasi paspor dan melakukan pemindaian halaman.  
6. Kemudian pengesahan paspor  
7. Terakhir yakni pengambilan paspor  
Proses penyelesaian paspor secara online ini memakan waktu tiga hari dengan 
dua kali kunjungan. Kunjungan pertama untuk memperlihatkan hasil permohonan 
online untuk diperiksa kembali oleh pihak Kantor Imigrasi dan kedua untuk 
pengambilan paspor.  
Perbedaan untuk pengurusan paspor baik secara manual (walk in) maupun pra 
permohonan (internet) secara mekanisme tidak terlalu jauh berbeda. Ini bisa dilihat 
dari alur atau proses pengurusan paspor itu tetap sama dan yang membedakan 
hanya pada awal permohonan. Awal permohonan untuk pengurusan paspor secara 
online terlebih dahulu dilakukan sebelum kedatangan ke Kantor Imigrasi. Para 
pemohon melakukan penginputan data untuk kelengkapan berkas dan setelah 
melakukan penginputan data maka pemohon akan menerima bukti pra permohonan 
dari Kantor Imigrasi yang nantinya akan dicetak. Dari permohonan secara online 
juga maka pemohon akan segera mendapatkan konfirmasi pembayaran yang berisi 
mengenai informasi biaya permohonan paspor serta metode pembayaran. 
Kemudian pemohon diberi konfirmasi permohonan yang berisi informasi kantor 
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imigrasi yang akan dituju dan tanggal kedatangan.Dan setelah pemohon melakukan 
pembayaran di bank maka proses selanjutnya melakukan konfirmasi ulang untuk 
tanggal kedatangan. 
Adapun kelebihan lain yang diperoleh dari pengurusan paspor online yakni para 
pemohon dapat menentukan sendiri tanggal kedatangan ke Kantor Imigrasi yang 
dituju yang dimana ini sangat menguntungkan untuk para pemohon khususnya yang 
memiliki kesibukan lain diluar. Walaupun kita tahu bahwa proses penyelesaian 
paspor yang dilakukan secara manual (walk in) dengan online itu tetap sama. 
IV.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui  penerapan e-
government dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan e-
government di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, maka teknik pengumpulan data 
menggunakan hasil observasi dan wawancara dengan informan-informan yang 
berada di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dengan panduan wawancara atau 
pertanyaan – pertanyaan penelitian dan di dukung dengan dokumentasi dokumen 
yang mendukung hasil wawancara.Adapun informan yang penulis wawancara 
yakni Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, Kepala Sub Seksi Perizinan, 
Pemberi layanan serta pengelola keuangan. 
IV.2.1 Penerapan E-Government pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
Penerapan e-government pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar penulis 
menggunakan elemen sukses pengembangan e-government dari hasil kajian dan 
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riset dari Harvard JFK School Of Govenrment (Indrajit;2002) yang dimana ada 
tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan, yakni : 
1. Support 
Yang dimaksud dengan dukungan disini bukan hanya omongan semata, 
namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal – hal 
sebagai berikut : 
1.1 Disepakatinya kerangka e-Government sebagai salah satu kunci sukses 
Negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya. 
Berikut hasil wawancara penulis kepada Kepala Seksi Lalu Lintas 
Keimigrasian,Bapak Kmterkait elemen support dengan disepakatinya 
kerangka e-Government: 
“fasilitas layanan online ini merupakan salah satu bentuk pelayanan 
online yang dicetuskan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi seluruh 
Indonesia, yang dimana merupakan upaya dalam memecah konsentrasi 
layanan publik. Sehingga masyarakat diberikan pilihan bisa mendaftar 
secara online dirumah atau mendaftar langsung.Dan inipun termasuk 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar”. 
   (Hasil wawancara pada tanggal 18 Februari 2016) 
Hal yang sama pula juga disampaikan oleh Bapak O.M.S, SH selaku 
Kepala Sub Seksi Perizinan yakni: 
“iya untuk layanan online pendaftaran paspor ini merupakan salah satu 
bentuk pelayanan yang dikeluarkan atau dicetuskan oleh Direktorat 
Jenderal Imigrasi termasuk di Kota Makassar dan inipun terbuka untuk 
umum”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 18 Februari 2016) 
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Demikian pula dengan Bapak Fr selaku bagian pelayanan online 
mengatakan bahwa: 
“layanan online yang dijalankan oleh Kantor Imigrasi ini merupakan 
bentuk pelayanan yang diberikan untuk memudahkan masyarakat yang 
sibuk dan layanan online ini dikeluarkan langsung oleh Direktorat 
Jenderal Imigrasi” 
(Hasil wawancara pada tanggal 22 Februari 2016) 
Dari hasil wawancara dengan tiga informan dapat diketahui bahwa 
layanan online pembuatan paspor merupakan salah satu langkah Direktorat 
Jenderal Imigrasi dalam memberikan pelayanan pembuatan paspor. Adapun 
layanan paspor online ini merupakan salah satu jenis permohonan paspor 
dari sistem pelayanan paspor terpadu (SPPT) /(one stop service)yang 
rujukannya pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk elemen sukses penerapan e-
government untuk support dalam ini disepakatinya kerangka e-government 
itu sudah sangat didukung dan sudah terlaksana pada Kantor Imigrasi kelas I 
Makassar. 
1.2 Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, financial, tenaga, 
waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk 
membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral. 
Sumber daya manusia yang tercatat dan penulis temukan pada website 
resmi maupun dari urusan kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
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terdapat sebanyak 92 (sembilan puluh dua) pegawai dengan latar belakang 
pendidikan yang berbeda-beda dan pada jabatan yang berbeda. 
Berikut hasil wawancara penulis kepada Kepala Seksi Lalu Lintas 
Keimigrasian  BapakKm terkait elemen support seperti pengalokasian 
sumber daya (manusia, financial, tenaga, waktu, informasi dan lainnya) : 
“Untuk menyangkut dialokasikannya sumberdaya manusia saya kira 
pegawai secara bertahap suka tidak suka harus ikut perkembangan IT 
yang sekiranya online ini dibutuhkan sumber daya manusia yang 
tanggap.Kita mencoba sumber daya manusia yang muda untuk 
diberdayakan dan yang tua tinggal mengawasi”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2016) 
Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Fr selaku bagian pelayanan 
online mengatakan bahwa : 
“pegawai yang ditempatkan ada yang dari IT, tapi setiap tahun ada 
formasinya jadi tergantung formasi, dan tidak semua melihat dari latar 
belakang IT. Kalau imigrasi itu banyak disiplin ilmu, tidak hanya disitu 
saja karena dia masuk di Imigrasi harus bisa semua tidak hanya disitu 
saja” 
(Hasil wawancara pada tanggal 22 Februari 2016) 
Untuk mengenai alokasi sumber daya financial penulis mewawancarai 
pengelola keuangan Bapak A.A yang mengemukakan : 
“untuk pengalokasian sumber daya financial itu ada apalagi dalam 
memperlancar pelayanan online, baik itu dana untuk biaya operasional, 
pemeliharaan dan sebagainya termuat dalam daftar isian pelaksanaan 
anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas I Makassar”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 22 Februari 2016) 
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Berdasarkan hasil pengamatan penulis juga melihat bahwa ada beberapa 
pegawai yang memang ditempatkan pada posisi kerja masing-masing 
tidakmerujuk  pada pendidikan atau pada latarbelakang IT. Akan tetapi pihak 
dari Imigrasi juga sudah berusaha untuk bagaimana mengembangkan kinerja 
pegawai baik dari pelatihan-pelatihan yang diadakan maupun bagaimana agar 
yang muda yang mengerti akan teknologi juga mengajarkan atau memberikan 
ilmu kepada yang kurang mengetahui. Walaupun tidak dapat dipungkiri jumlah 
pegawai yang lanjut usia tidak sebanding dengan pegawai yang masih muda. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk elemen sukses penerapan e-
government untuk support dalam hal ini yakni pengalokasian sumber daya 
manusia itu para pegawai sudah bisa menyesuaikan diri dengan perangkat 
teknologi meskipun masih perlu diadakannya pelatihan yang bisa meningkatkan 
kemampuan mereka dalam mengelolanya. 
1.3 Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar 
tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangan e-Government 
(seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas). 
Infrastruktur pendukung dalam pengembangan e-government yang 
dimaksud pada Standar Operasional Prosedural (SOP) penerbitan paspor 
baru pada seluruh Kantor Imigrasi yakni seperti komputer, printer, scanner, 
jaringan internet atau e-office, kamera serta mesin finger. Adapun Undang – 
undang yang terkait dengan infrastruktur penerbitan paspor yakni UU Nomor 
11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 
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Berikut hasil wawancara penulis kepada Kepala Seksi Lalu Lintas 
Keimigrasian  BapakKm terkait elemen support dalam hal pengadaan 
infrastruktur dan suprastruktur pendukung e-government : 
“support seperti infrastrukturnya saya kira sudah terpenuhi oleh 
pemerintah dalam hal ini pihak Jenderal Imigrasi untuk seluruh Indonesia 
termasuk di Kantor Imigrasi Kelas I. Baik itu dalam hal pengadaan 
komputer, printer dan sebagainya”. 
  (Hasil wawancara pada tanggal 18 Februari 2016) 
Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Fr selaku bagian pelayanan 
online mengatakan bahwa : 
“saya kira Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dalam pengadaan 
infrastruktur itu sudah memadai, beberapa infrastruktur yang digunakan 
untuk kelancaran pelayanan online ini seperti komputer, jaringan internet 
dan beberapa yang lain itu sudah ada. Komputer yang digunakan untuk 
pendataan, jaringan sebagai koneksi internet”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 22 Februari 2016) 
Hal tersebut diatas juga didukung dengan berdasarkan hasil pengamatan 
penulis bahwa untuk kelengkapan infrastruktur itu sudah sangat terpenuhi 
dengan banyaknya komputer, printer dan beberapa alat pendukung lainnya 
yang penuli temukan saat melakukan pengamatan. Komputer yang tersedia 
di meja layanan beserta printer, kamera digital, scanner serta mesin finger. 
Sedangkan untuk suprastruktur dalam mendukung pengembangan e-
government berikut penjelasan Bapak Km selaku Kepala Seksi Lalu Lintas 
Keimigrasian : 
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“itu sudah jelas ada, itu rujukannya semua pada Undang – undang, 
Peraturan pemerintah, Keputusan Menteri, dan yang terakhir ini 
Peraturan Dirjen menyangkut masalah tata cara permohonan paspor 
disuatu kantor Imigrasi diseluruh Indonesia, temasuk pelayanan online 
ini”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2016) 
Suprastruktur dalam pengembangan e-governmentseperti adanya Undang -  
Undang maupun Peraturan Pemerintah itu sudah jelas. Ini dilihat dari Sistem 
Operasional Prosedural (SOP) yang memuat landasan hukum dalam penerbitan 
paspor baru baik manual maupun online. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, UU Nomor 6 Tahun 2011 
tentang keimigrasian dan beberapa UU, Peraturan Pemerintah serta beberapa 
Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi. 
 Adapun hasil wawncara dengan Bapak Fr selaku bagian pelayanan online 
mengatakan bahwa : 
“Ada Undang-undang Keimigrasian, artinya setiap yang kita kerjakan itu 
ada SOP (Standar Operasional Prosedur) nya, standarisasinya, ada 
prosedur dan sebagainya termasuk mengenai layanan online ini”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 22 Februari 2016) 
Adapun prosedur  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Makassar yang  mengacu  
kepada  SOP  penerbitan paspor terdapat dalam Sistem Pelayanan Paspor 
Terpadu (SPPT) yang telah ditetapkan oleh Direktorat  Jenderal  Imigrasi. 
Mulai dari tahap pengambilan dan pengisian formulir dengan dokumen 
pendukung, kemudian petugas melakukan penginputan data, verifikasi data, 
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biometrik dan wawancara, indentifikasi biometrik, adjudikasi, pencetakan 
paspor hingga penyerahan paspor. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk elemen sukses penerapan e-
government untuk support dalam hal ini yakni ketersediaan infrastruktur dan 
suprastruktur itu sudah ada dan jelas. 
1.4 Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata, kontinyu, 
konsisten dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat secara umum 
melalui berbagai carakampanya yang simpatik. 
Berikut hasil wawancara penulis kepada Kepala Seksi Lalu Lintas 
Keimigrasian  Bapak Km terkait elemen support dalam hal sosialisasi konsep 
e-government : 
“Adapun mengenai sosialisasi layanan online paspor saya sudah 
sampaikan lewat sosial media, media cetak, media radio baik itu radio 
swasta “tellstar”, juga disalah satu stasiun tv termasuk TVRI saat 
wawancara langsung mengenai tata cara pembuatan paspor online serta 
menyampaikan kepada pegawai-pegawai di kantor Imigrasi sendiri”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2016) 
Adapun hasil wawancara kepada masyarakat yakni Ibu M.D mengenai 
sosialisasi pendaftaran online paspor yakni : 
“oh saya juga blum tau kalau pendaftaran online ini ada. Seadainya saya 
tau mending lewat online saja .Tapi memang tidak pernah 
dengarsebelumnya kalau ada ternyata daftar online ini”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 2 Maret 2016) 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mrs. A.N yang mengatakan 
bahwa: 
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“kalau sosialisasi daftar online saya tidak pernah dengar tapi kalau 
seandainya saya tau pasti daftar online saja. Tapi kurang tau juga   
mungkin sudah ada sosialisasi memang dari Imigrasi sendiri tapi saya 
yang kurang tau mengenai hal ini”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 4 Maret 2016) 
Lain hal lagi dengan masyarakat yang penulis wawancara yakni Mrs. N.U 
yang mengemukakan bahwa : 
“iya saya tau dari berita di tv ada berita mengenai daftar online ini 
makanya saya daftar online saja karena sudah ditau juga kalau bisa 
tentukan sendiri kapan waktu kedatangan untuk urus paspor. Jadi bisa 
disesuaikan dengan waktu yang ada”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 8 Maret 2016) 
Adapun hasil penelitian penulis yang mewawancarai beberapa pengguna 
layanan manual mengatakan bahwa lebih baik jika pembuatan paspor 
langsung saja ke Kantor Imigrasi. Ini dikarenakan beberapa masyarakat / 
pengguna layanan manual ini lebih percaya dengan datang dan 
mendaftarkan diri secara langsung pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. 
Dan dari hasil pengamatan, penulis melihat bahwa setiap harinya pengguna 
layanan manual (walk in) jauh lebih banyak dibandingkan dengan pra 
permohonan (online). Lebih banyak dijumpai masyarakat yang ke Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar untuk daftar manual sehingga kuota untuk perhari 
diberikan 100 orang pendaftar layanan manual dan 50 untuk pra 
permohonan (online). 
Berikut hasil wawancara dengan Bapak Fr selaku bagian pelayanan 
mengatakan bahwa : 
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“sudah ada sosialisasi yang kami lakukan tapi mungkin masyarakat 
malas untuk melakukan pra permohonan (online) ini. Kebanyakan orang 
yang datang mengurus paspor ini berasal dari daerah, orang yang 
kurang paham teknologi dan rata-rata berumur 70 tahun keatas”. 
         ( Hasil wawancara pada tanggal 22 Februari 2016 ) 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi 
yang dilakukan oleh pihak Imigrasi sudah sangat maksimal tapi untuk 
pengaplikasian pada masyarakat sendiri dan sampai ke masyarakat itu 
masih kurang. 
Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa 
informan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan e-
government pelayanan paspor online ini dilihat dari segisupport baik dari segi 
kerangka konsep, pengalokasian sumber daya baik manusia dan financial, 
kemudian infrastruktur dan suprastruktur dan sosialisasi sepenuhnya sudah 
dimiliki oleh Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Walaupun masih ada 
beberapa kendala yang dihadapi pada tiap indikator penilai support sendiri. 
2. Capacity 
Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan 
atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” e-
Government terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling 
tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yakni ; 
2.1 Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagi 
inisiatif e-Government , terutama yang berkaitan dengan sumber daya 
financial. 
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Mengenai ketersediaan sumber daya financial menurut penulis ini sudah 
sangat tersedia apalagi pada Kantor Imigrasi sendiri memiliki DIPA (Daftar 
Isian Pelaksanaan Anggaran) yang sudah mencakup semua kegiatan tak 
terkecuali untuk sumber daya financial pendukung e-Government di Kantor 
Imigrasi. 
Berikut pernyataan dari pengelola keuangan Bapak A.A yang 
mengemukakan bahwa : 
“untuk pengalokasian sumber daya financial itu ada apalagi dalam 
memperlancar pelayanan online, baik itu dana untuk biaya operasional, 
pemeliharaan dan sebagainya termuat dalam daftar isian pelaksanaan 
anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas I Makassar”.  
(Hasil wawancara pada tanggal 22 Februari 2016) 
Adapun beberapa penjelasan mengenai alokasi dana dalam penunjang 
layanan online di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar yang penulis temukan 
setelah wawancara yakni seperti adanya alokasi dana untuk pemeliharaan 
barang yakni komputer, printer, mesin fotocopy, instalasi jaringan dan 
personal komputer. Kemudian adanya dana yang dikeluarkan untuk 
pengelolaan informasi dan komunikasi seperti untuk sosialisasi dan publikasi. 
2.2 Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena 
fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-
Government 
Untuk masalah ketersediaan infrastruktur teknologi informasi di 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar itu sudah memadai baik itu dalam hal 
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pengadaan komputer, speedy, printer maupun yang lainnya sudah 
tersedia. 
Hal ini diungkapkan oleh Bapak Fr selaku bagian pelayanan online juga 
mengatakan bahwa : 
“mengenai infrastruktur itu semua sudah ada, support yang demikian 
sudah lengkap tersedia baik itu komputer, printer, speedy dan yang lain 
yang mendukung penerapan online sudah ada”. 
( Hasil wawancara pada tanggal 22 Februari 2016 ) 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Km selaku Kepala Seksi 
Lalu Lintas Keimigrasian : 
“untuk infrastruktur saya kira sudah dipenuhi oleh pemerintah dalam hal 
ini pihak Jenderal Imigrasi untuk seluruh Indonesia” 
( Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2016 ) 
Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama melakukan penelitian juga 
memang melihat untuk ketersediaan infrastruktur untuk pendukung 
penerapan e-government di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar ini memang 
sudah sangat memadai. Ini dilihat dari adanya infrastruktur komputer, printer, 
scanner, kamera, mesin finger dan jaringan internet. Komputer yang 
berfungsi sebagai alat penunjang dalam memperlancar penginputan data, 
scanner untuk menscan beberapa berkas pendukung atau semacamnya, 
kamera yang digunakan untuk foto biometrik serta scan finger. 
2.3 Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan 
keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-Government dapat sesuai 
dengan asas manfaat yang diharapkan. 
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Penempatan sumber daya manusia pada Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar tidak hanya didasarkan pada latar belakang IT saja karena tidak 
menutup kemungkinan pegawai hanya ditempatkan pada posisi itu saja 
(posisi tetap) karena setiap tahunnya selalu ada formasi jabatan dan Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar  memiliki banyak disiplin ilmu makanya pegawai 
tidak harus bisa pada satu pekerjaan saja tapi harus bisa melakukan semua 
bila memang terjadi rotasi. 
Para pegawai yang dari awal mendaftarkan dirinya untuk masuk bekerja 
pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar harus bersedia ditempatkan dimana 
saja tidak menetap pada satu pekerjaan saja karena ada penyegaran, rotasi  
dan mutasi. 
Pernyataan diatas juga disampaikan oleh Bapak Km selaku Kepala Seksi 
Lalu Lintas Keimigrasian bahwa : 
“……tidak semuakan pegawai ada waktu untuk monoton pada satu 
pekerjaan atau satu posisi saja, karena ada yang namanya penyegaran, 
rotasi maupun mutasi dalam Kantor Imigrasi Makassar”. 
( Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2016 ) 
Kemudian Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian  Bapak Kmjuga 
menambahkan sedikit terkait elemen capacityini : 
““….memang dan tidak semuanya pegawai khususnya pegawai – 
pegawai yang sudah lanjut usia dan tidak mengikuti perkembangan dan 
memang tidak selalu ditempatkan diposisi itu dalam hal ini masalah IT, 
memang ada kendala dsitu. Jadi, kita coba sumber daya manusia yang 
muda ini kita berdayakan dan yang tua ini tinggal mengawasi”. 
( Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2016 ) 
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Dari data yang penulis temukan juga mengenai latar pendidikan para 
pegawai memang tidak ditemukan semua pegawai dari latar belakang yang 
sama ditempatkan pada posisi itu saja. Ada yang berlatar belakang endidikan 
hukum tapi penempatan kerja di bagian pengelolaan arsip dan masih ada 
beberapa hal yang demikian. 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dan observasi  
diatas maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan e-government 
pelayanan paspor online ini dilihat dari segi capacity masih belum optimal. Ini 
dilihat dari segi sumber daya manusia yang masih ada atau kurang 
menguasai dan tanggap dengan penggunaan teknologi informasi. 
3. Value  
Berbagai inisiatif e-Government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak 
yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut. Dan 
dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan 
adanya e-Government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan 
masyarakat dan mereka yang berkepentingan (demand side). 
Berikut hasil wawancara penulis kepada Kepala Seksi Lalu Lintas 
Keimigrasian  BapakKm terkait elemen value : 
“banyak sekali manfaatnya, manfaat pertama tentunya tidak mesti datang 
ke kantor dan mendaftar secara online ini tanpa dibatasi waktu misalnya 
orang yang susah datang langsung karena kesibukannnya maka fasilitas 
ini sangat membantu bagi mereka kapanpun mereka bisa daftar secara 
online. Sedangkan untuk pendaftaran langsung (Walk in) itu kita dikantor 
ada masa atau jam – jam kerjanya sehingga ada batasan waktu 
pemberian layanan. Pegawaipun merasa terbantu sekali, yang 
seyogyanya mungkin itu dilayani seharinya 100-150 orang tapi dengan 
adanya layanan online inipegawai sudah sangat merasa terbantu. 
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Masyarakatpun juga diberi semacam edukasi, dengan secara inisiatif 
sendiri mendaftar lewat website imigrasi dan mengisi tahapan – tahapan 
dari layanan online secara sistematis”  
(Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2016) 
  Hal yang berbeda diungkapkan oleh Bapak Fr selaku bagian pelayanan 
mengatakan bahwa : 
“dengan adannya layanan online ini malah makin menambah jumlah 
pemohon paspor tiap harinya dan semakin banyak masyarakat yang 
dilayani” 
(Hasil wawancara pada tanggal 22 Februari 2016) 
Adapun hasil wawancara kepada masyarakat yakni Miss. R yang 
mengatakan bahwa : 
“ iya saya daftar lewat online, dan kalau menurut saya ini memang 
membantu karena saya juga memang sibuk dengan pekerjaan saya. 
jadiketika mengetahui bisamelakukan membuat paspor  lewat online itu 
saya merasa sangat senang walaupun ketika mengetahuibahwa 
paspornya ternyata selesai tetapdalam waktu 2hari. Karena pemikiran 
saya waktu itu ketika mendaftar online paspor akan selesai dengan cepat 
tapi keadaannya tidak”  
(Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2016) 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas maka penulis 
menyimpulkan bahwa penerapan e-government pelayanan paspor online ini 
dilihat dari segi value (manfaat)nya itu dimiliki baik oleh Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar sendiri maupun kepada masyarakat selaku pengguna layanan 
online.Kantor Imigrasi sendiri terbantu dengan adanya layanan online ini karena 
yang seyogyanya bisa membantu mengurangi kuota pemohon paspor secara 
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langsung.Dan dari segi masyarakat, manfaatpun dirasakan karena sangat 
membantu mereka terutama bagi mereka yang sibuk. 
IV.2.2 Faktor – faktor yang mempengaruhi penerapan e-Governmentdi Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar 
 Menurut Indrajit (2005), ada sejumlah faktor penentu yang patut menjadi 
bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat kesiapan sebuah lembaga 
dalam menerapkan e-government antara lain; 
a. Infrastruktur Telekomunikasi 
Dalam level pelaksanaannya, perangkat keras seperti komputer, jaringan, 
dan infrastruktur akan menjadi faktor yang sangat penting dalam penerapan e-
government. 
Sesuai dengan Standar Operasional Prosedural (SOP) permohonan paspor 
baru, ada beberapa infrastruktur atau perlengkapan yang dibutuhkan yakni 
adanya komputer, printer, scanning, jaringan internet, kamera serta finger print. 
Beberapa infrastruktur tersebut seperti digunakannya komputer merupakan 
salah satu perangkat teknologi yang sangat penting dan bermanfaat karena 
digunakan dalam penginputan data di Kantor Imigrasi tidak hanya pada 
Imigrasi Kelas I Makassar. Penggunaan kamera untuk menunjang 
kelengkapan foto biometrik para pemohon paspor serta finger print yang 
digunakan untuk pengambilan sidik jari. 
Berikut hasil wawancara penulis kepada Kepala Seksi Lalu Lintas 
Keimigrasian  BapakKm terkait infrastruktur telekomunikasi : 
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“untuk infrastrukturnya saya kira sudah dipenuhi oleh pemerintah dalam 
hal ini pihak Jenderal Imigrasi untuk seluruh Indonesia. Menyangkut 
perangkat keras seperti misalnya hardware atau software itu sudah 
cukup, dan kamipun dibantu oleh pihak ketiga artinya yang bekerjasama 
dengan Direktoral Jenderal Imigrasi menempatkan tenaganya dihampir 
semua kantor Imigrasi yang siap membantu kita jika ada kendala atau 
masalah dalam pelayanan khususnya layanan dengan bantuan 
online.Untuk jaringan boleh dikatakan kita ada empat lokus, antara 
Direktorat Jenderal Imigrasi, PT.Telkom, Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar dan pihak Bank BNI terkait masalah pembayaran”. 
 (Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2016) 
Berdasaran hasil observasi penulis beberapa hari melakukan penelitian, 
penulis memang melihat komponen infrastruktur yang memadai di Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar terutama dalam memberikan pelayanan.Untuk 
membantu kelancaran para pegawaipun sudah dilengkapi masing – masing 
dengan perangkat hardware dan software.Jaringan internetpun telah tersedia 
termasuk adanya pemasangan speedy di Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar.Adapun berdasarkan hasil wawancara juga penulis mengetahui 
bahwa masyarakat pengguna layanan manual (walk in) pun ketika di input 
datanya oleh petugas layanan imigrasi itu komputer sudah dalam keadaan 
terhubung dengan jaringan internet. 
Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak O.M.S selaku Kepala Sub 
Seksi Perizinan : 
“kita disini sering mati lampu, dan disini kita memakai server,  server ini 
selalu dalam keadaan hidup 24 jam dan apabila mati lampu genset disini 
tidak terpakai langsung secara otomatis, kita harus menunggu dulu 
beberapa saat sedangkan data yang ingin dikirim melalui server itu 
meloading dan akan terhenti. Dan inilah yang sangat berpengaruh.” 
(Hasil wawancara pada tanggal 18 Februari 2016) 
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Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis maka dapat 
disimpulkan bahwa infrastruktur telekomunikasi dalam pendukung penerapan e-
government di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar sudah sangat memadai. 
b. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan IT oleh Aparat Pemerintah 
Dengan mengamati sejauh mana pemerintah saat ini telah memanfaatkan 
beraneka ragam teknologi informasi dalam membantu menjalankan sistem 
kinerja pemerintahannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa meskipun 
sudah banyak sekali lembaga internasional yang telah memberikan bantuan 
dana untuk membeli sejumlah teknologi perangkat keras bagi pemerintah, 
namun instrument tesebut tidak dipergunakan secara maksimal dan banyak 
yang tidak dirawat sehingga menjadi rusak. 
Berikut hasil wawancara penulis kepada Kepala Seksi Lalu Lintas 
Keimigrasian  BapakKm terkait tingkat konektivitas dan penggunaan IT oleh 
aparat pemerintah : 
“kendala yang biasa terjadi itu masalah pembayaran. Sudah terbayar tapi 
jaringan kami di Imigrasiatau di sistem kita setelah kita cek masih 
identifikasi pembayaran, artinya ini tidak ada konektivitas jaringan 
sehingga mengganggu pelayanan yang seyogyanya paspor itu sudah 
selesai akhirnya jadi tidak selesai, memperlambat dan merugikan 
masyarakat. Kalau dibilang jaringan disini 99% sudah bagus hanya nol 
koma sekian persen yang bermasalah. Yang biasanya laload jaringan itu 
sekitar jam 12.00 ke atas. Ibarat orang itu, jaringan juga seharusnya atau 
mau direlaksasi dulu karena jaringan ini terlalu dipaksa”.  
(Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2016) 
Dari pernyataan informan diatas kita juga melihat adanya masalah yang 
timbul akan keterlambatan jaringan pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. 
Para pemohon yang sudah membayar untuk permohonan paspor di bankketika 
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dicek pada Kantor Imigrasi masih identifikasi pembayaran. Ketika di kantor 
Imigrasi masih tertera demikian secara otomatis pemohon dianggap belum 
melakukan pembayaran. Artinya pemohon paspor (masyarakat) harus 
membayar lagi ke bank dan masyarakat pasti merasa rugi karena untuk 
pembuatan paspor ini masyarakat harus membayar dua kali. 
Hal yang lain juga disampaikan oleh Kepala Sub Seksi Perizinan yakni 
Bapak O.M.Sbahwa : 
“apalagi kita disini akhir-akhir ini sering mati lampu dan kita disini 
memakai server, itu server harus dalam keadaan hidup 24 jam. Memang 
kita ada genset disini tapi genset tidak langsung otomatis, harus 
menunggu dulu baru naik, sedangkan data yang terkirim melalui server 
itu dia meloading, jadi dia terhenti dan akibatnya ini sangat berpengaruh”.  
(Hasil wawancara pada tanggal 18 Februari 2016) 
Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Fr selaku bagian pelayanan 
online mengatakan bahwa : 
“kalau masalah jaringan bisa dibilang ya jarang offline tapi biasanya kalau 
offline tetap terselesaikan juga pada hari itu”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 18 Februari 2016) 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan maka 
penulis menarik kesimpulan bahwa untuk tingkat konektivitas pada Kantor 
Imigrasi masih kurang lancer karena masih ditemukannya kendala jaringan 
yang lambat. 
c. Sumber Daya Manusia 
Subjek utama dalam inisiatif elektronik government adalah manusia yang 
bekerja di lembaga pemerintahan, sehingga tingkat kompetensi dan keahlian 
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mereka akan sangat mempengaruhi performa penerapan e-government. 
Semakin tinggi tingkat information technology literacy SDM di pemerintah, 
semakin siap mereka untuk menerapkan e-Government. 
Sumber daya manusia pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar tercatat 
sebanyak 92 orang dengan berbagai macam latar pendidikan, mulai dari 
tingkat SLTA, D2, S1 dan S2. Adapun pegawai yang ditempatkan pada 
pelayanan online ini tidak sepenuhnya berasal dari latar belakang di bidang IT. 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar tidak menempatkan pegawainya pada satu 
tempat saja, kemungkinan akan terjadi rotasi ataupun mutasi. Jadi pegawai 
tidk hanya diharuskan pada satu bidang pekerjaan saja. 
Berikut hasil wawancara penulis kepada Kepala Seksi Lalu Lintas 
Keimigrasian  BapakKm terkait sumber daya masyarakat di Kantor Imigrasi 
Kelas I Makassar : 
“memang dan tidak semuanya pegawai khususnya pegawai – pegawai 
yang sudah lanjut usia dan tidak mengikuti perkembangan dan tidak 
selalu ditempatkan diposisi itu dalam hal ini masalah IT, memang ada 
kendala disitu. Jadi, kita coba sumber daya yang muda kita berdayakan 
dan yang tua ini tinggal mengawasi  dari segi safety dan security, paspor 
ini  disamping dari segi IT tentunya kembali pada orangnya juga, takutnya 
dia menyalahgunakan itu. Saya kira yang tua-tua ini tentunya mengcover 
sumber daya manusia yang muda ini tentunya yang mudah lebih 
memahami masalah IT dan mengikuti perkembangan sedangkan yang 
tua ini dari segi safety, saya kira demikian”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2016) 
Adapun tambahan tanggapan Bapak Km mengenai pertanyaan penulis 
mengenai pengadaan pelatihan untuk para pegawai : 
“Sedangkan untuk pelatihan sendiri itu selalu ada dan mereka tempat 
pelatihannya itu dipusatkan di Jakarta khususnya di BPSDM Kementrian 
Hukum dan HAM”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2016) 
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Beberapa pernyataan diatas menunjukkan bahwa adanya kelemahan pada 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dalam mengelola sumber daya manusia 
dikarenakan beberapa faktor, salah satunya yakni banyaknya karyawan yang 
kurang cakap dalam menggunakan teknologi. Sehingga pihak dari Imigrasi 
sendiri berusaha untuk memberdayakan yang muda untuk cakap dalam 
penggunaan teknologi.  
Adapun hasil pengamatan penulis selama beberapa hari penelitian melihat 
bahwa untuk para pegawai yang usia lanjut juga sudah mampu menggunakan 
perangkat komputer walaupun ketika pegawai masih kurang paham akan 
dibantu dengan pegawai yang lebih muda untuk diajarkan. 
Berdasaran hasil wawancara penulis dengan beberapa informan maka 
penulis mengambil kesimpulan bahwa untuk sumber daya manusia masih 
menjadi faktor penghambat dalam memanfaatkan dan meggunakan teknologi 
akan tetapi pihak Kantor Imigrasi sudah beberapa kali mengikutkan beberapa 
pegawai dalam pelatihan meningkatkan kapasitas pegawai. 
d. Dana dan Anggaran 
Sumber daya financial merupakan faktor penting. Pemerintah harus memiliki 
dana yang cukup untuk menerapkan e-government, karena biaya/dana yang 
dibutuhkan tidak sekedar investasi belaka,namun perlu dianggarkan untuk 
biaya operational, pemeliharaan dan pengembangan di kemudian hari. 
Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak A.A selaku Pengelola 
Keuangan : 
“Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mencakup semua kegiatan, 
kalau masalah merawat kita ada anggaran penyelenggaraan operasional 
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dan pemeliharaan kantor. Disitu ada pemeliharaan komputer, personal 
komputer, biaya langganan internet karena kita pakai speedy, dan untuk 
web kita ada sosialisasi, desiminasi dan publikasi”.  
(Hasil wawancara pada tanggal 22 Februari 2016) 
Adapun beberapa isi dari rincian anggaran yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi 
kelas I Makassar yakni adanya anggaran untuk pemeliharaan barang-barang 
penunjang seperti pemeliharaan komputer, pemeliharaan personal komputer, 
pemeliharaan printer, pemeliharaan genset dan operasional, pemeliharaan 
instalasi jaringan. Kemudian adanya angggaran untuk langganan telepon 
(Speedy), adanya pendanaan untuk pengelolaan informasi dan komunikasi 
seperti pengadaan sosialisasi, publikasi serta barang cetakan, dan pendanaan 
untuk pengelolaan website. 
Berikut dokumentasi mengenai penganggaran yang mencakup biaya 
operational, pemeliharaan dan lainnya yang diambil pada saat setelah 
wawancara berlangsung. 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa 
mengenai dana dan anggaran untuk penunjang tidak menjadi penghambat 
dalam pengembangan e-Government pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. 
Ini dilihat dari penjabaran beberapa dana yang dikeluarkan pihak Imigrasi pada 
dokumentasi diatas. 
e. Perangkat hukum  
Karena konsep e-government sangat terkait dengan usaha penciptaan dan 
pendistribusian data/informasi dan hak cipta intelektual, maka perlu adanya 
perlindungan dari undang – undang atau hukum yang dapat menjamin 
terciptanya mekanisme e-government yang kondusif. 
Berikut perangkat hukum yang menjamin terciptanya mekanisme e-
government pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar yang penulis dapatkan dari 
isi Standar Operasional Prosedural (SOP) Kantor Imigrasi yakni Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.02-IZ.03. 10 Tahun 2006, UU 
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Nomor 11 Tahun 2008 serta beberapa peraturan direktoral jenderal dan 
peraturan Menteri Hukum dan HAM yang lain. 
Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Lalu Lintas 
Keimigrasian  Bapak Km yakni : 
“sudah jelas ada, itu rujukannya semua pada Undang – Undang, 
Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, yang terakhir ini Peraturan 
Direktoral Jenderal menyangkut masalah tata cara permohonan paspor 
disuatu Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia, temasuk mengenai 
pelayanan online ini”.  
(Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2016) 
 Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Fr selaku bagian pelayanan 
online mengemukakan bahwa : 
“semua yang disini perangkat hukum semua tidak ada yang tidak 
berlandaskan perangkat hukum. Ada Undang-undang Keimigrasian, 
artinya setiap yang kita kerjakan itu ada SOP (Standar Operasional 
Prosedur) nya, standarisasinya, ada prosedur dan sebagainya termasuk 
mengenai layanan online ini”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 22 Februari 2016) 
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan untuk 
perangkat hukum pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar itu sudah jelas 
landasannya dan menjadi faktor pendukung penerapan e-Government. 
f. Perubahan paradigma 
Pada hakikatnya penerapan e-government merupakan suatu proyek change 
management yang membutuhkan adanya keinginan untuk mengubah 
paradigm dan cara berpikir. Perubahan paradigma ini akan bermuara pada 
dibutuhkannya kesadaran dan keinginan untuk mengubah cara kerja, bersikap, 
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berperilaku, berkebiasaan sehari-hari. Jika para pemimpin dan pegawai di 
pemerintahan tidak mau berubah, maka dapat dikatakan bahwa yang 
bersangkutan belum siap untuk menerapkan konsep electronic government. 
Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Lalu Lintas 
Keimigrasian  Bapak Km yakni: 
“sekitar lima belas sampai dua puluh persen itu mindset yang ada dalam 
pemikiran mereka sudah tau semua, bahkan di Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar ini boleh dibilang 100% pegawai tau. Hanya perangkat ini yang 
ada hanya orang – orang tertentu yang mengerti masalah IT dan selalu 
bersosial media yang tau”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2016) 
Adapun hasil wawancara penulis dengan bagian pelayanan online 
Keimigrasian  Bapak Fr yakni: 
“untuk paradigma pegawai mengenai pelayanan online ini saya rasa para 
pegawai sudah mengetahui semua, walaupun tidak semua pegawai 
mengetahui lebih mendetail mengenai pelayanan paspor tersebut” 
   ( Hasil wawancara pada tanggal 22 Februari 2016 ) 
Hasil pengamatan penulis dan wawancara terhadap beberapa pegawai 
menunjukkan bahwa para pegawai memang mengetahui akan adanya layanan 
online. Ini dilihat dengan respon pegawai saat ditanyakan mengenai cara untuk 
melakukan pra permohonan melalui internet dan para pegawai menjawab 
sesuai dengan mekanisme yang diterapkan Kantor Imigrasi. 
Dari wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa kesadaran para 
pegawai mengenai paradigma e-government ini sudah ada akan tetapi dalam 
penggunaan masih kurang. 
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BAB V 
PENUTUP 
V.1 Kesimpulan 
  Dari beberapa pembahasan dan serangkaian hasil analisis yang telah 
penulis lakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Bahwa penerapan E-Government pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassarsudah 
berjalan walaupun masih ada beberapa kendala yang ditemukan. Kantor 
Imigrasi sudah menjalankan e-government ini dengan elemen – elemen 
pendukung yang tersedia dengan ditemukannya ketersediaan support , 
capacity dan value serta masyarakat sudah mulai memakai layanan online 
imigrasi ini. Walaupun masih dijumpai beberapa kendala atau masalah pada 
tiap elemen-elemen yang ada. 
2. Bahwa dalam mewujudkan penerapan E-Government pada Kantor Imigrasi 
Kelas I Makassarterdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor 
pendukung yakni sudah tersedianya infrastruktur yang memadai, dana dan 
anggaran yang cukup, adanya perangkat hukum yang jelas serta perubahan 
paradigma pada pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Sedangkan 
untuk faktor penghambat yakni terdapat pada tingkat konektivitas internet, 
sumber daya manusia yang masih terbatas dengan keahlian yang dimiliki. 
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V.2 Saran 
 
1. Dalam menerapakan e-government di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar agar 
bisa lebih maksimal. Selain itu perlu adanya sosialisasi untuk masyarakat 
mengenai agar masyarakat agar bisa membantu masyarakat juga apalagi 
buat masyarakat yang sibuk dan susah meluangkan waktunya untuk datang 
langsung ke Kantor Imigrasi. 
2. Perlu adanya pelatihan lagi agar pegawai lebih bisa dan terus meningkatkan 
kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi yang 
tersedia. 
3. Sehubungan dengan faktor yang menghambat penerapan e-government 
kelurahan yaitu faktor kesiapan sumber daya manusia pemerintah, maka 
perlu adanya penambahan pegawai dengan umur yang lebih muda dan gesit 
serta bisa mengoperasikan komputer. Serta perlu peningkatan konektivitas 
internet agar tidak terdapat kendala lagi dalam pemberian layanan online. 
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